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Narapidana memiliki hak yang harus di akui dan dilindungi meskipun tengah 

menjalani proses masa hukuman terkhusus di dalam sel pengasingan, karena hak 

yang dirampas hanyalah status kemerdekaannya saja sedangkan hak – hak lainya 

masih bisa di dapatkan dan di rasakan. Namun pada kenyataannya, hak – hak 

narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti kasus yang terjadi di Rumah 

Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih. Fokus utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan 

kepada narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan dan faktor-faktor 

apa saja yang menghambat terpenuhinya hak-hak mereka selama di dalam sel 

pengasingan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris, pendektakan yuridis normatif digunakan untuk 

mengkaji data sekunder berupa perundang – undangan, doktrin, penelitian 

terdahulu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk 

menggambarkan implikasi hukum dilapangan melalui data primer yang bersumber 

dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Keseluruhan data yang di 

peroleh kemudian di analisis dengan analisis kualitatif serta penafsiran huku  

untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Adapun narasumber pada penelitian 

ini terdiri dari Keìpala Keìsatuìan Peìngamanan Ruìtan Keìlas II B Prabuìmuìlih, 

Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, dan Dosen Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rutan Prabumulih berusaha 

memenuhi hak-hak dasar narapidana, dengan tetap memberikan fasilitas-fasilitas 

yang wajib didapatkan narapidana saat berada di dalam rumah tahanan negara 

seperti makan dan minum yang tetap diberikan, fasilitas kesehatan seperti obat-

obatan, dan fasilitas ibadah yang tetap disediakan, serta membagi narapidana yang 

berada dikurungan sunyi ke sel mapenaling agar tidak terlalu berdesak-desakan, 

namun hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti lama waktu 

narapidana melebihi waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undanganan 

Seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan  
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Rumah Tahanan Negara. Faktor penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak 

narapidana termasuk over kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta 

kurangnya pemahaman petugas mengenai regulasi yang ada. 

Saran penelitian ini adalah agar penegak hukum meningkatkan kapasitas petugas 

melalui pelatihan serta pemahaman hukum, perbaikan fasilitas, dan peìnguìatan 

reìguìlasi inteìrnal dan standar opeìrasional proseìduìr (SOP) khuìsuìs meìngeìnai 

peìlaksanaan sanksi peìngasingan di lingkuìngan peìmasyarakatan, agar teìrdapat 

keìjeìlasan duìrasi, Hak-Hak yang teìtap haruìs dipeìnuìhi, proseìduìr peìlaksanaan, seìrta 

meìkanismeì peìngawasan yang keìtat dalam peìlaksanaan seìl peìngasingan 

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Narapidana, Sel Pengasingan
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF PRISONERS PLACED IN 

SOLIDATED CELLS 

(Case Study of the Class IIB Prabumulih State Detention Center) 
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Prisoners have rights that must be recognized and protected even while serving 

their sentences, especially in solitary confinement. The only right deprived is their 

freedom, while other rights are still available and enjoyed. However, in reality, 

prisoners' rights are not fully fulfilled, as is the case at the Class II B Prabumulih 

State Detention Center. The main focus of this study is to determine and 

understand how legal protection is provided to prisoners sentenced to solitary 

confinement and the factors that hinder the fulfillment of their rights while in 

solitary confinement. 

The research methods used in this study are normative and empirical juridical 

approaches. The normative juridical approach is used to examine secondary data 

in the form of legislation, doctrine, and previous research. The empirical juridical 

approach is used to illustrate the legal implications in the field through primary 

data sourced from interviews with relevant sources. All data obtained are then 

analyzed using qualitative analysis and legal interpretation to draw systematic 

conclusions. The informants for this study included the Head of the Security Unit 

of Class II B Prabumulih Detention Center, inmates at the Class II B Prabumulih 

State Detention Center, and a lecturer in the Criminal Law Department at the 

Faculty of Law, University of Lampung. 

The results of the study indicate that although the Prabumulih Detention Center 

strives to fulfill the basic rights of inmates, by continuing to provide the facilities 

required of inmates while incarcerated, such as food and drink, health care 

facilities such as medication, and prayer facilities. Inmates in solitary confinement 

are also divided into separate cells to minimize overcrowding, inmates' rights are 

not fully met, as inmates' sentences exceed the time stipulated in laws and 

regulations, such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and State 

Detention Centers. The main inhibiting factors in fulfilling inmates' rights include 

overcrowding, limited facilities and infrastructure, and staff's lack of 

understanding of existing regulations. 
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The research suggests that law enforcement officers should improve their capacity 

through training and legal understanding, facility improvements, and 

strengthening internal regulations and standard operating procedures (SOP) 

specifically regarding the implementation of isolation sanctions in correctional 

settings, ensuring clarity regarding duration, rights that must be fulfilled, 

implementation procedures, and strict oversight mechanisms for the 

implementation of isolation. 

Keywords: Rights Protection, Prisoners, Isolation Cells 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana merupakan sebuah aturan-aturan yang berlaku dan di terapkan di 

lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis perbuatan-perbuatan yang 

tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan secara tertulis 

maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan.1 Definisi Pidana berasal 

dari bahasa Hindu Jawa yang berarti Hukuman, nestapa atau juga disebut sedih 

hati, sedangkan dalam bahasa Belanda Pidana disebut straf. Dipidana artinya di 

hukum, sedangkan kepidanan merupakan segala hal-hal yang sifatnya tidak baik, 

jahat, dan pemidanaan artinya penghukuman. Hukum Pidana dari terjemahan 

bahasa Belanda strafrecht merupakan semua aturan-aturan yang mempunyai 

perintah dan larangan yang memiliki akibat (sanksi) bagi barang siapa yang 

melanggarnya2 

Menurut seorang sarjana Hukum Pidana Indonesia yang terkemuka Moeljadno, 

Hukum Pidana merupakan bagian dari seluruh Hukum yang berlaku di suatu 

Negara yang memiliki aturan-aturan untuk menentukan tindakan apa saja yang 

tidak boleh dilakukan, dilarang dengan di sertai sanksi berupa hukuman tertentu 

bagi mereka yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa 

seseorang dikenai sanksi (hukuman) sebagaimana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Van Hamel pula hukum pidana adalah semua peraturan-

peraturan yang dianut oleh suatu negara dalam melaksanakan ketertiban hukum 

(Rechttorde) yaitu dengan tidak boleh melakukan apa yang bertentangan 

 
1 Novita Angraeni et al., HUKUM PIDANA : Teori Komprehensif (PT. Sonpedia Publishing 

Indonesia, 2024). 
2 Extrix Mangkepriyanto, Hukum Pidana dan Kriminologi (GUEPEDIA, 2019). 
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dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa kepada mereka yang melanggar 

peraturan-peraturan tersebut.3 Menurut Mezger Hukum Pidana adalah sekumpulan 

aturan-aturan Hukum yang bersifat mengikat pada perubahan tertentu yang 

memenuhi unsur-unsur tertentu suatu akibat yang berupa sanksi.4 Hukum Pidana 

sendiri itu pada umumnya merupakan sebuah aturan-aturan yang mengatur 

tindakan apa saja yang tidak boleh di lakukan serta menentukan sanksi apa saja 

yang didapatkan apabila melanggar aturan tersebut, akan tetapi semua aturan-

aturan tersebut harus mempertimbangkan dan mengedepan kan Hak Asasi 

Manusia. 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak dasar yang melekat pada diri manusia 

sejak manusia itu dilahirkan, HAM dapat di rumuskan sebagai hak yang melekat 

pada diri seseorang sebagai manusia. Hak ini di miliki seseorang semata-mata 

karena dia manusia, bukan hadiah maupun pemberian baik dari manusia lainnya 

atau pun dari Negara, maka dari itu HAM tidak bergantung dari pengakuan 

Manusia lain, masyarakat lain dan juga Negara lain.5 Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar secara 

alami melekat pada diri seseorang, bersifat umum dan abadi, oleh karena itu harus 

dipertahankan, dihormati, dipelihara, dan juga tidak boleh diacuhkan, dikurangi, 

atau diambil oleh siapapun. 

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipisahkan dari adanya 

hukum alam (Natural law) yang merupakan awal mula lahirnya hukum HAM, di 

mana menurut G.Singer menyatakan bahwa hukum alam merupakan suatu konsep 

dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh 

umat manusia, munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini 

pun dinyatakan oleh Thomas Van Aquino dan beberapa ahli hukum lainnya. 

Menurut Aquino hukum alam berdasarkan pada hukum ilahi (Ketuhanan), umum 

 
3Ibid hlm 44. 
4 Mangkepriyanto, Hukum Pidana dan Kriminologi.Ibid hlm 19. 
5 “Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya by A. Bazar Harahap | Open Library,” accessed January 28, 

2025, https://openlibrary.org/books/OL16670921M/Hak_asasi_manusia_dan_hukumnya. hlm 8. 
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dan tidak berubah dalam ruang dan waktu.6 Menurut Van Boven HAM merupakan 

perwujudan dari aturan masyarakat Internasional dan dengan demikian 

menyiratkan bahwa keberadaan setiap hak termasuk hak “Supra Positif” memiliki 

basis sosial. 

Scoot Davidson menjelaskan bahwa HAM adalah Hak-Hak tertentu yang tidak 

boleh dilanggar, dikecualikan, atau di kurangi walaupun dalam keadaan darurat 

sekali pun, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dari tindakan penyiksaan, 

perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan 

dan penghambaan, kebebasan dari Undang-Undang yang berlaku surut, serta 

kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.7 Pada dasarnya Hak Asasi 

Manusia merupakan sebuah Hak yang mutlak diberikan oleh sang pencipta 

kepada semua manusia tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, ras, 

keadaan dan di mana mereka hidup selama mereka manusia memiliki Hak Asasi 

Manusia, ini pun berlaku untuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum 

seperti tersangka atau terdakwa mereka masih mendapatkan Hak mereka sebagai 

manusia yang disebut Hak-Hak tersangka. 

Bicara tentang Hak-Hak tersangka tidak bisa dilepaskan dari seorang pemuda dari 

Amerika pada tahun 1963 bernama Ernesto Miranda yang ditangkap oleh pihak  

kepolisian karena diduga melakukan penculikan dan pemerkosaan kepada remaja 

perempuan berumur 18 tahun. Di mana dia ditangkap dan di tarik paksa menuju 

ruang interogasi yang di mana dia tidak diberitahu tentang Hak-Haknya sebagai 

tersangka khususnya untuk memperoleh bantuan hukum dengan tujuan untuk 

didampingi di dalam proses pemeriksaan.8 Narapidana sendiri berbeda dengan 

tersangka di mana Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (1987), di mana 

narapidana merupakan orang yang telah dijatuhi pidana karena melakukan suatu 

tindak pidana tertentu dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana tersebut 

dalam suatu lembaga pemasyarakatan. narapidana juga merupakan subjek hukum 

 
6 Reko Dwi Salfutra, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIFFILSAFAT HUKUM,” 

PROGRESIF: Jurnal Hukum 12, no. 2 (2018): 2, https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.977. 
7 Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar (CV. Social Politic 

Genius (SIGn), 2018).hlm 1. 
8 Indra Hafit Zahrulswendar, “Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan 

Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka,” Jurnal Pendidikan 

Tambusai 6, no. 1 (2022): 1756–64, https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3216.hlm 2 
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pidana yang telah melewati seluruh proses peradilan pidana mulai dari 

penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dan telah diputus bersalah oleh 

pengadilan yang berwenang. Dalam konteks ini, istilah narapidana hanya dapat 

disematkan kepada seseorang yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga berbeda dengan 

tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang belum dieksekusi pidananya. 

Moeljatno, berpendapat seorang narapidana bukan sekadar seseorang yang berada 

di balik jeruji besi, melainkan seseorang yang secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sehingga 

keberadaannya di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan wujud dari 

pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pengadilan. Ia juga menegaskan bahwa 

dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tetap memiliki Hak-Hak 

tertentu yang diakui dan dilindungi oleh negara, meskipun Hak-Hak tersebut 

dibatasi demi pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana itu sendiri.9 Sudarto 

menjabarkan dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (1990), narapidana 

adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana tersebut di 

dalam lembaga pemasyarakatan. narapidana sebagai subjek pelaku tindak pidana 

yang status hukumnya telah ditentukan secara pasti melalui mekanisme proses 

peradilan pidana yang adil dan terbuka. status narapidana melekat sejak putusan 

pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan baru dapat dicabut apabila 

narapidana telah menyelesaikan masa pidananya, mendapatkan remisi hingga 

bebas, atau memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam penjelasannya, pentingnya 

membedakan secara tegas antara narapidana dengan tahanan, karena keduanya 

memiliki status hukum yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Tahanan 

masih dalam proses hukum sedangkan narapidana telah diputus bersalah dan 

statusnya sebagai pelaku tindak pidana telah sah dan berkekuatan hukum tetap. 

Meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap merupakan 

warga negara yang memiliki hak asasi yang wajib dihormati oleh negara, 

 
9 Irwansyah Ahmat Saputra et al., Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana 

(Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung), 2 (2025). 
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termasuk hak atas pelayanan kesehatan, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak 

atas proses pembinaan untuk kembali ke masyarakat. 

Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui proses peradilan 

pidana, dan saat ini sedang menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan 

setelah putusan pengadilan yang bersifat tetap. keberadaan narapidana di dalam 

sistem pemasyarakatan harus dipandang bukan semata sebagai pelaku tindak 

pidana, melainkan sebagai manusia yang berhak untuk dibina, dididik, dan 

dipersiapkan kembali agar mampu berperan secara produktif di tengah masyarakat 

setelah menyelesaikan masa pidananya. Dalam sistem pemidanaan modern, 

narapidana bukan hanya sebagai objek pelaksanaan hukuman, melainkan juga 

subjek dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, narapidana harus tetap 

diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan harkat dan martabatnya 

sebagai manusia, sekalipun mereka pernah melakukan tindak pidana. tujuan dari 

pemidanaan terhadap narapidana tidak hanya bersifat represif (peneraan), tetapi 

juga preventif (pencegahan) dan korektif (pembinaan). Itulah sebabnya, ia 

menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pemasyarakatan dalam 

menjamin terpenuhinya Hak-Hak dasar narapidana selama menjalani masa pidana. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menjelaskan dan mengatur 

mengenai perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa agar mendapatkan 

perlakuan yang layak, yang mana telah disebutkan dalam pasal 52 KUHAP 

beserta penjabarannya yang di mana dalam ketentuan karena Undang-Undang 

mewajibkan agar tersangka diperiksa dalam keadaan bebas dari rasa cemas yang 

sering kali mengarah pada akibat intimidasi dan perlakuan yang tidak baik oleh 

penyidik.10 Begitu juga dalam proses penahanan KUHP memberikan penjelasan 

mengenai jaminan yang dapat diberikan kepada tersangka, tetapi tidak berarti 

mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana, seperti hak tersangka untuk 

mendapatkan bantuan hukum, hak tersangka untuk menghubungi penasehat 

hukum, hak tersangka untuk mendapat kunjungan dokter, hak tersangka untuk 

diberi tahukan kepada keluarganya terkait penahanannya, hak tersangka untuk 

 
10 Anak Agung Putu Surya Wiguna et al., “Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap 

Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020): 

51–56, https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56. hlm 9. 
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menghubungi dan menerima kunjungan keluarga, hak tersangka untuk menerima 

kunjungan keluarga  dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, hak 

tersangka untuk berkirim surat, serta hak tersangka untuk mendapatkan kunjungan 

rohaniawan.11 Teori Motivasi oleh Maslow tahun 1943 menyatakan bahwa 

kebutuhan dasar manusia, seperti keamanan dan harga diri, harus dipenuhi 

sebelum seseorang dapat mencapai aktualisasi diri. Teori Stigma Sosial oleh 

Goffman (1963) menguraikan bagaimana stigma yang terkait dengan pemenjaraan 

dapat menghalangi pengembangan potensi diri dan reintegrasi sosial setelah 

dibebaskan. Teori Pendidikan Orang Dewasa oleh Knowles (1980), yang 

menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan 

langsung yang dirancang khusus untuk narapidana dewasa. Penelitian ini memiliki 

implikasi akademis dan praktis.12 

Undang-Undang menjamin terselenggaranya kehidupan yang tertib dalam Rumah 

Tahanan, sebab di terbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara, di mana terdapat 4 komponen penting yaitu diri sendiri yaitu 

narapidana, keluarga, yaitu keluarga inti atau keluarga dekat, masyarakat, dan juga 

petugas, di mana apabila narapidana melanggar tata tertib dalam Rumah Tahanan 

Negara maka akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat 

pelanggaran tersebut salah satunya sel pengasingan.13 

Sel pengasingan atau juga disebut sebagai strap sel merupakan sebuah ruang 

isolasi yang terbatas di mana membatasi Narapidana yang melakukan pelanggaran 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau juga Rumah Tahanan dari Narapidana 

lainnya selama paling lama 12 hari sebagaimana diatur dalam Undang- undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 67.14 

 
11 Ahmad Nur Setiawan, “HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS 

PENAHANAN YANG TIDAK SAH,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum, ahead of print, August 1, 2018, 

https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1791.hlm 8-9 
12 ibid hlm 166. 
13 Nys Arfa et al., “Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan 

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Jambi),” PAMPAS: Journal of Criminal Law 5, no. 2 (2024): 2, 

https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808.hlm 234-235 
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Berkaitan dengan narapidana yang ditempatkan di sel pengasingan ternyata masih 

banyak Hak-Hak tersangka yang belum terpenuhi, maka penulis mengambil 

beberapa contoh kasus. Beberapa contoh kasus yang belum terpenuhinya Hak-

Hak tersangka antara lain: 

1. Kasus yang dialami seorang narapidana berinisial MA yang dimasukkan ke 

dalam sel pengasingan karena melakukan pelanggaran love scamming/penipuan di 

dalam lapas, akibat ulahnya MA ditempatkan di dalam sel pengasingan, selama di 

dalam sel pengasingan MA tidak mendapatkan haknya di mana dia ditempatkan di 

sel pengasingan oleh Lapas Kelas I Cipinang melebihi batas waktu yang telah 

ditetapkan Undang-Undang, yaitu selama 15 hari.15 

2. Kasus yang dialami seorang narapidana berinisial AS yang diberi sanksi berupa 

sel pengasingan akibat melakukan pelanggaran tata tertib Rutan dengan 

melakukan kekeresan terhadap teman satu blok, selama di dalam sel pengasingan 

AS tidak diberikan hak nya di mana hak untuk dikunjungi oleh keluarga, kejadian 

ini terjadi di Rutan kelas II B Prabumulih. Pada tahun 2024.16 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengangkat judul 

penelitian “Perlindungan Hak-Hak Narapidana Yang Ditempatkan Di Sel 

Pengasingan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih)” 

Karena menurut penulis analisis ini penting untuk memberikan kejelasan hukum 

dan perlindungan yang adil bagi pihak terlibat. 

B. Permasalahan dan ruang lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang 

akan penulis bahas adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi berupa 

sel pengasingan oleh RUTAN Kelas II B Prabumulih ? 

 
 
15 Mei Amelia R, “Napi Cipinang Pelaku Love Scamming Siswi SMP Dihukum Di Sel Tikus,” 

Detiknews, accessed February 25, 2025, https://news.detik.com/berita/d-7415000/napi-cipinang-

pelaku-love-scamming-siswi-smp-dihukum-di-sel-tikus.pukul 20.31 
16 nafisa Sania , “Narapidana Berkelahi Di Dalam Kamar Blok,” Tribun Sumsel, accessed Mei  15, 

2024, https://tribun.sumsel.com/berita/d-24/04/20/narapidana-rutan-diberi-hukuman-sel 

pengasingan-akibat-berkelahi.pukul 11.09 
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b. Apakah faktor penghambat terpenuhinya Hak-Hak narapidana yang masuk ke 

dalam sel pengasingan ? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah kajian Hukum Pidana, yang dibatasi 

pada kajian mengenai perlindungan Hak-Hak Narapidana yang ditempatkan di Sel 

Pengasingan (studi kasus Rutan Kelas II B Prabumulih). Penelitian ini akan 

dilakukan pada tahun 2024 - 2025 dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan.  

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya ,maka tujuan 

penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui perlindungan Hak-Hak Narapidana yang ditempatkan di Sel 

Pengasingan oleh Rutan (studi kasus Rutan Kelas II B Prabumulih) 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Hak-Hak 

narapidana yang masuk ke dalam sel pengasingan oleh Rutan  Kelas II B 

Prabumulih  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis 

Keìguìnaan peìneìlitian ini adalah uìntuìk meìngeìmbangkan disiplin ilmuì Huìkuìm 

Pidana, meìnjadi peìmbeìlajaran dan manfaat jangka panjang, khuìsuìsnya pada 

peìrmasalahan yang beìrkaitan deìngan Hak-Hak yang dipeìroleìh oleìh narapidana 

yang diteìmpatkan keì dalam seìl peìngasingan oleìh RUTAN. 

b. Keìguìnaan praktis  

Keìguìnaan praktis diharapkan dapat meìmbeìrikan dampak seìcara langsuìng. 

peìneìlitian ini diharapkan beìrmanfaat bagi peìnuìlis seìndiri dan keìpada aparat 

peìneìgak huìkuìm, hasil peìneìlitian ini diharapkan meìnjadi reìfeìreìnsi tambahan 

khuìsuìsnya meìngeìnai Hak-Hak yang didapatkan  oleìh Narapidana yang 

dimasuìkkan keì dalam seìl peìngasingan dan peìrtimbangan pihak RUTAN dalam 

meìnjatuìhkan sanksi beìruìpa seìl peìngasingan keìpada Narapidana. 
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D. Keìrangka teìoritis dan konseìptuìal 

1. keìrangka teìoritis  

Keìrangka teìoritis meìruìpakan konseìp yang abstraksi dan  hasil peìmikiran  atauì 

keìrangka acuìan yang pada dasarnya beìrtuìjuìan uìntuìk meìngadakan ideìntifikasi 

teìrhadap dimeìnsi sosial yang dianggap reìleìvan oleìh peìneìliti. Adapuìn teìori yang di 

guìnakan beìrkaitan deìngan  peìneìlitian ini adalah  

A. . Teìori Peìrlinduìngan Huìkuìm  

Pada peìnuìlisan ini peìnuìlis akan meìngguìnakan teìori peìrlinduìngan huìkuìm. Adapuìn 

teìori yang diguìnakan peìnuìlis adalah teìori peìrlinduìngan huìkuìm yang di sampaikan 

oleìh Satjipto Rahardjo, di mana meìnuìruìt Satjipto Rahardjo peìrlinduìngan huìkuìm 

adalah suìatuì hal yang meìlinduìngi suìbyeìk-suìbyeìk  huìkuìm meìlaluìi atuìran-atuìran 

yang beìrlakuì dan dipaksakan peìlaksanaannya deìngan meìngguìnakan sanksi. 

Peìrlinduìngan huìkuìm dapat dibeìdakan meìnjadi duìa, yaituì 

1) Peìrlinduìngan Huìkuìm Preìveìntif 

Peìrlinduìngan yang dibeìrikan peìmeìrintah deìngan tuìjuìan uìntuìk meìnceìgah seìbeìluìm 

teìrjadinya peìlanggaran. Hal ini teìrdapat dalam peìratuìran peìruìndang-uìndanganan 

deìngan maksuìd meìnceìgah suìatuì peìlanggaran seìrta meìmbeìrikan rambuì-rambuì atauì 

batas-batas dalam meìlakuìkan suìatuì keìwajiban. 

2) Peìlinduìngan Huìkuìm Reìpreìsif 

Peìlinduìngan Huìkuìm Reìpreìsif adalah peìrlinduìngan akhir beìruìpa  sanksi beìruìpa 

deìnda, peìnjara, dan huìkuìman tambahan yang dibeìrikan apabila suìdah teìrjadi 

peìlanggaran atauì juìga seìngkeìta.17 

B. Teìori faktor-faktor yang meìmpeìngaruìhi peìneìgakan huìkuìm 

Seìlanjuìtnya peìnuìlis meìngguìnakan teìori faktor-faktor yang meìmpeìngaruìhi 

peìneìgakan huìkuìm. Adapuìn teìori yang peìnuìlis guìnakan yaituì teìori faktor-faktor 

yang meìmpeìngaruìhi peìneìgakan huìkuìm yang disampaikan oleìh Soeìrjono 

Soeìkanto. Meìnuìruìt Soeìrjono Soeìkanto peìneìgakan huìkuìm tidak seìmata-mata 

meìruìpakan fuìngsi dari peìlaksanaan peìruìndang-uìndanganan saja, teìrdapat faktor-

faktor lain yang meìmpeìngaruìhi, yaituì : 

 
17 Ari Dermawan, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi 

Informasi, N.D., Hlm.5-6. 
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1. Faktor huìkuìm atauì Undang-Undang 

Prakteìk peìnyeìleìnggaraan peìneìgakan huìkuìm di lapangan seìring teìrjadi 

peìrteìntangan antara keìadilan dan keìpastian huìkuìm. Keìduìa hal ituì dikareìnakan 

konseìnsi dari keìadilan yang meìruìpakan ruìmuìsan yang beìrsifat abstrak. Seìdangkan 

keìpastian huìkuìm meìruìpakan proseìduìr yang teìlah diteìntuìkan seìcara normatif. Arti 

dari Undang-Undang teìrseìbuìt adalah Undang-Undang dalam arti mateìril yaituì 

peìratuìran yang dibuìat oleìh peìnguìasa puìsat mauìpuìn daeìrah yang sah. Seìhingga 

deìngan deìmikian maka di suìatuì peìratuìran peìruìndang-uìndanganan akan ada 

beìbeìrapa syarat yang haruìs dipeìnuìhi oleìh peìratuìran peìruìndang-uìndanganan ituì 

seìndiri. 

Syarat-syarat teìrseìbuìt diantaranya: 

a. Undang-Undang tidak beìrlakuì suìruìt. 

Undang-Undang hanya boleìh  diteìrapkan pada peìristiwa yang diseìbuìt dalam 

Undang-Undang teìrseìbuìt seìrta teìrjadi seìteìlah Undang-Undang dinyatakan 

beìrlakuì. Undang-Undang yang dibuìat oleìh peìnguìasa yang leìbih tinggi meìmiliki 

keìduìduìkan yang leìbih tinggi puìla. Deìngan deìmikian peìratuìran peìruìndang-

uìndanganan yang ada di bawah Undang-Undang tidak boleìh beìrteìntangan deìngan 

Undang-Undang teìrseìbuìt. 

b. Undang-Undang yang beìrsifat khuìsuìs meìnyampingkan Undang-Undang yang 

beìrsifat uìmuìm. 

Artinya teìrhadap peìristiwa khuìsuìs wajib dipeìrlakuìkan Undang-Undang yang 

meìnyeìbuìtkan peìristiwa ituì walauìpuìn bagi peìristiwa khuìsuìs teìrseìbuìt dapat puìla 

dipeìrlakuìkan Undang-Undang yang meìnyeìbuìtkan peìristiwa yang leìbih luìas 

mauìpuìn yang leìbih uìmuìm yang juìga dapat meìncakuìp peìristiwa khuìsuìs teìrseìbuìt.  

c. Undang-Undang yang beìrlakuì beìlakangan meìmbatalkan Undang-Undang yang 

beìrlakuì teìrleìbih dahuìluì. 

Undang-Undang  yang lain leìbih dahuìluì beìrlakuì di mana diatuìr meìngeìnai suìatuì 

hal teìrteìntuì tidak beìrlakuì lagi apabila ada Undang-Undang baruì beìrlakuì 

beìlakangan yang meìngatuìr puìla hal teìrteìntuì teìrseìbuìt akan teìtapi makna atauì 

tuìjuìannya beìrlainan atauì beìrlawanan deìngan Undang-Undang yang lama teìrseìbuìt. 

d. Undang-Undang tidak dapat digangguì guìgat 
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eì. Undang-Undang meìruìpakan suìatuì sarana uìntuìk meìncapai keìseìjahteìraan 

spirituìal dan mateìrieìl bagi masyarakat mauìpuìn pribadi. 

Artinya suìpaya peìmbuìat Undang-Undang tidak seìweìnang-weìnang dalam 

meìmbuìat seìbuìah produìk Undang-Undang. Hal ini dikareìnakan akan sangat 

meìmpeìngaruìhi masyarakat baik dari seìgi spirituìal mauìpuìn mateìrieìl ituì seìndiri. 

2. Faktor keìpribadian atauì meìntalitas peìneìgak huìkuìm 

Keìrangka peìneìgak huìkuìm oleìh seìtiap leìmbaga peìneìgakan huìkuìm keìadilan dan 

keìbeìnaran haruìs dinyatakan. Haruìs teìrasa, teìrlihat, dan diaktuìalisasikan dalam 

keìhiduìpan beìrmasyarakat. Ruìang lingkuìp dari peìneìgakan huìkuìm sanggatlah luìas, 

kareìna meìncakuìp yang langsuìng dan yang tidak langsuìng yang beìrkeìcimpuìng di 

bidang peìneìgakan huìkuìm. Maka yang dimaksuìd deìngan peìneìgakan huìkuìm seìndiri 

adalah yang hanya beìrkeìcimpuìng dalam bidang peìneìgakan huìkuìm yakni 

meìncakuìp siapa saja yang beìrtuìgas di bidang keìhakiman, keìjaksaan, keìpolisian, 

keìpeìngacaraan, dan peìmasyarakatan. Seìtiap peìneìgak huìkuìm di atas meìreìka 

meìmiliki peìranan yang beìrbeìda-beìda namuìn deìngan tuìjuìan yang sama yakni deìmi 

meìneìgakkan huìkuìm seìsuìai deìngan peìruìndang-uìndanganan yang beìrlakuì. Fuìngsi 

huìkuìm, meìntalitas, atauì keìpribadian peìtuìgas peìneìgak huìkuìm meìmainkan peìran 

peìnting, kalauì peìratuìran suìdah baik, tapi kuìalitas peìtuìgasnya kuìrang baik, ada 

masalah. Oleìh kareìna ituì, salah satuì kuìnci keìbeìrhasilan dalam peìneìgakan huìkuìm 

adalah meìntalitas atauì keìpribadian peìneìgak huìkuìm. 

3. Faktor sarana atauì fasilitas yang meìnduìkuìng peìneìgakan huìkuìm 

Faktor ini meìmeìgang peìranan  yang cuìkuìp peìnting  dalam suìatuì proseìs peìneìgakan 

huìkuìm. Hal ini dikareìnakan tanpa adanya sarana dan fasilitas teìrteìntuì maka tidak 

muìngkin peìneìgakan huìkuìm akan beìrlangsuìng deìngan lancar. Sarana dan fasilitas 

ini meìncakuìp diantaranya teìnaga manuìsia yang beìrpeìndidikan dan teìrampil, 

organisasi yang baik, peìralatan yang meìmadai, keìuìangan yang cuìkuìp, dan lain 

seìbagainya. Kalauì hal-hal teìrseìbuìt tidak teìrpeìnuìhi deìngan baik maka dapat 

dipastikan uìpaya peìneìgakan huìkuìm yang akan dilakuìkan akan meìnjadi sia-sia. 

Namuìn jika seìbalik, hal-hal yang di atas dapat dipeìnuìhi deìngan maksimal maka 

uìpaya peìneìgakan huìkuìm yang digabuìngkan peìmeìrintah akan teìrcapai deìngan 

eìfeìktif dan eìfisieìn. 
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4. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat dalam hal ini yakni lingkuìngan di mana huìkuìm teìrseìbuìt 

beìrlakuì atauì diteìrapkan. Peìneìgakan huìkuìm buìkan suìatuì keìgiatan yang dapat 

beìrdiri seìndiri, meìlainkan haruìs ada huìbuìngan timbal balik yang eìrat deìngan 

masyarakatnya. Peìneìgakan huìkuìm yang beìrasal dari masyarakat dan beìrtuìjuìan 

uìntuìk meìncapai keìdamaian dalam masyarakat, leìbih teìpatnya dari masyarakat dan 

uìntuìk masyarakat. Oleìh kareìna ituì dipandang dari beìrbagai suìduìt masyarakat 

dapat meìmpeìngaruìhi peìneìgakan huìkuìm teìrseìbuìt. Seìtiap warga masyarakat atauì 

keìlompok seìdikit banyaknya meìmpuìnyai keìsadaran huìkuìm, peìrsoalan yang 

timbuìl adalah taraf keìpatuìhan huìkuìm, yaituì keìpatuìhan huìkuìm yang tinggi, 

seìdang, atauì kuìrang. Adanya deìrajat keìpatuìhan huìkuìm masyarakat teìrhadap 

huìkuìm, meìruìpakan salah satuì indikator beìrfuìngsinya huìkuìm yang beìrsangkuìtan. 

Masyarakat haruìs meìnyadari bahwa dalam seìtiap proseìs peìneìgakan huìkuìm, buìkan 

tangguìng jawab dari aparatuìr saja, akan teìtapi meìruìpakan tangguìng jawab 

masyarakat juìga dalam uìpaya meìnghadapi atauì meìnangguìlangi beìrbagai beìntuìk 

keìjahatan yang diruìgikan dan meìreìsahkan masyarakat. 

5. Faktor buìdaya 

Keìbuìdayaan huìkuìm pada dasarnya meìncakuìp nilai-nilai yang meìndasari seìbuìah 

huìkuìm yang beìrlakuì, nilai-nilai yang meìruìpakan konseìpsi abstrak meìngeìnai apa 

yang dianggap baik dan juìga apa yang dianggap buìruìk. Nilai-nilai teìrseìbuìt 

meìmiliki beìbeìrapa jeìnis antara lain adalah nilai keìteìrtiban dan nilai keìteìnteìraman, 

nilai jasmaniah/keìbeìndaan dan nilai rohaniah/keìahlakan, dan nilai-nilai 

keìlanggaran/konseìrvatismeì deìngan nilai-nilai keìbaruìan/inovatismeì. Seìhingga 

deìngan deìmikian nilai-nilai teìrseìbuìt seìnantiasa sangat beìrpeìran dalam 

peìrkeìmbangan huìkuìm ituì seìndiri kareìna ada anggapan bahwa huìkuìm beìrfuìngsi 

seìbagai seìbuìah sarana uìntuìk meìlakuìkan peìruìbahan dan meìnciptakan hal-hal baruì. 

Meìnuìruìt Soeìrjono Soeìrkanto, keìlima faktor teìrseìbuìt saling beìrkaitan dan meìleìkat 

deìngan eìratnya, oleìh kareìna meìruìpakan seìbuìah eìseìnsi dari peìneìgakan huìkuìm, 

juìga meìruìpakan tolak uìkuìr atauì parameìteìr dari pada eìfeìktivitas peìneìgak huìkuìm 

ituì seìndiri.18 

 
18 Soerjono soerkanto “faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum, ed 1 (raja wali pers) 
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2. Konseìptuìal 

Keìrangka Konseìptuìal meìruìpakan seìbuìah gambaran yang meìnghuìbuìngkan 

konseìp-konseìp khuìsuìs, kuìmpuìlan data, dan istrilah yang akan diteìliti dan 

diuìraikan dalam karya ilmiah. Keìrangka ini beìrfuìngsi seìbagai peìta jalan yang 

meìmanduì peìneìlitian dan meìmbantuì peìneìliti dalam meìmahami huìbuìngan antar 

konseìp dan variabeìl yang teìrlibat. 

a. Peìrlinduìngan adalah suìatuì beìntuìk peìlayanan yang wajib dibeìrikan oleìh aparatuìr 

peìneìgak huìkuìm atauì pihak  keìamanan uìntuìk meìmbeìrikan rasa aman baik fisik 

mauìpuìn meìntal, keìpada korban dan sanksi, dari ancaman, dan gangguìan.19 

b. Hak- hak narapidana adalah suìatuì hal yang wajib didapatkan oleìh seìseìorang 

dalam proseìs huìkuìm, muìlai dari peìnangkapan, peìnahanan, hingga peìngadilan.20 

c. Narapidana adalah seìseìorang yang teìlah hilang keìmeìrdeìkaannya di dalam 

leìmbaga peìmasyarakatan.21 

d. Seìl peìngasingan adalah beìntuìk huìkuìman bagi narapidana atauì tahanan yang 

meìlakuìkan peìlanggaran peìratuìran di dalam Leìmbaga Peìmasyarakatan atauì Ruìmah 

Tahanan.22 

eì. RUTAN adalah Leìmbaga atauì teìmpat yang beìrfuìngsi uìntuìk meìnjalankan 

peìlayanan teìrhadap tahanan.23 

E. Sisteìmatika Peìnuìlisan  

Peìnuìlisan skripsi atauì karya ilmiah disuìsuìn deìngan seìjuìmlah komponeìn dan 

seìsuìai atuìran atauì seìcara sisteìmatis agar muìdah dipahami bagi peìmbaca. Peìnuìlis 

beìrharap deìngan disuìsuìnnya skripsi ini seìcara sisteìmatis, peìmbaca bisa 

 
19 “Kamus Hukum Indonesia,” Kamus Hukum Indonesia, accessed February 6, 2025, 

https://www.kamus-hukum.com/definisi/15895/Perlindungan. 
20 Ade Daharis et al., Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan, n.d., 

hlm.2214. 
21 Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana 

Dalam Sistem Pemasyarakatan” 2, No. 2 (2013): Hlm.1. 
22 Togar S. M. Sijabat M.H S. H., “Masa ‘Karantina’ Tahanan Kejaksaan di Sel Pengasingan | 

Klinik Hukumonline,” March 1, 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-karantina-

tahanan-kejaksaan-di-sel-pengasingan-lt5880c5b919b61/. 
23 “Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang 

Pemasyarakatan,” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-undanganan 2, No. 2 (August 1, 2022): 

Hlm.92., Https://Doi.Org/10.21274/Legacy.2022.2.2.79-101. 
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meìmahami aluìr skripsi ini deìngan muìdah. Maka dari ituì, peìnuìlis meìngguìnakan 

sisteìmatika peìnuìlisan deìngan cara seìbagai beìrikuìt: 

 

I. PENDAHULUAN 

Peìneìlitian dalam bab ini meìruìpakan bab yang akan meìnjadi peìmikiran awal 

peìmbuìatan skripsi. Pada bab ini peìnuìlis meìneìrangkan meìngeìnai latar beìlakang, 

peìrmasalahan, ruìang lingkuìp, tuìjuìan dan manfaat peìneìlitian, keìrangka teìoritis, dan 

konseìptuìal, juìga sisteìmatika peìnuìlisan skripsi ini. Peìnuìlisan pada bab ini akan 

meìngguìnakan meìtodeì uìmuìm keì khuìsuìs, peìnuìlis akan meìnjabarkan peìmahaman 

atauì peìngeìtahuìan seìcara uìmuìm meìngeìnai peìrmasalahan yang peìnuìlis angkat, 

seìteìlah peìmaparan uìmuìm dibahas, peìnuìlis akan meìmaparkan peìnjeìlasan khuìsuìs 

meìngeìnai peìrmasalahan yang akan meìnjadi peìmbahasan uìtama dalam peìneìlitian 

ini. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Peìneìlitian dalam bab ini peìnuìlis akan meìnyajikan tinjauìan puìstaka atauì tinjauìan 

uìmuìm seìpeìrti informasi peìnduìkuìng, peìmahaman, dan juìga konseìp-konseìp uìmuìm 

yang akan meìmbantuì peìneìlitian. Tinjauìan puìstaka diguìnakan peìnuìlis uìntuìk bisa 

meìmbeìrikan peìmahaman yang leìbih luìas dan akan meìnjadi bahan peìmbeìlajaran 

dalam peìmbuìatan skripsi ini.  

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meìmuìat teìntang Peìndeìkatan Masalah, Suìmbeìr Data, Peìneìntuìan 

Narasuìmbeìr, Proseìduìr Peìnguìmpuìlan, dan Peìngolahan Data seìrta Analisis Data  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meìmuìat teìntang hasil peìneìlitian dan peìmbahasan teìrkait peìrlinduìngan 

Hak-Hak teìrsangka yang dibeìrikan sanksi beìruìpa seìl peìngasingan oleìh RUTAN 

seìrta faktor-faktor peìnghambat Hak-Hak teìrsangka bagi warga binaan yang masuìk 

keì dalam seìl peìngasingan. 

V. PENUTUP 

Peìneìlitian dalam bab ini meìnjadi bagian akhir dari peìneìlitian yang teìlah peìnuìlis 

lakuìkan, peìnuìlis akan meìnarik keìsimpuìlan dari beìbeìrapa informasi yang teìlah di 
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analisis dan juìga saran peìnuìlis beìrdasarkan hasil peìneìlitian. Peìnuìlisan keìsimpuìlan 

dalam bab ini akan meìmaparkan teìmuìan-teìmuìan dari peìneìlitian yang teìlah 

dilakuìkan oleìh peìnuìlis, pola-pola yang teìrideìntifikasi, atauìpuìn implikasi dari hasil 

peìneìlitian.



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauìan Umuìm Peìrlinduìngan Huìkuìm 

Peìrlinduìngan meìnuìruìt Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahuìn 2006 teìntang Peìrlinduìngan Saksi dan 

Korban adalah seìgala uìpaya peìmeìnuìhan hak dan peìmbeìrian bantuìan uìntuìk 

meìmbeìrikan rasa aman keìpada Saksi dan/atauì Korban yang  wajib dilaksanakan 

oleìh LPSK atauì leìmbaga lainnya seìsuìai deìngan keìteìntuìan Undang-Undang.  

Peìngeìrtian peìrlinduìngan meìnuìruìt Undang-Undang Nomor 23 Tahuìn 2004 teìntang 

Peìnghapuìsan Keìkeìrasan dalam Ruìmah Tangga adalah seìgala uìpaya yang 

dituìjuìkan uìntuìk meìmbeìrikan rasa aman keìpada korban yang dilakuìkan oleìh pihak 

keìluìarga, advokat, leìmbaga sosial, keìpolisian, keìjaksaan, peìngadilan, atauì pihak 

lainnya baik seìmeìntara mauìpuìn beìrdasarkan peìneìtapan peìngadilan. Huìkuìm 

meìnuìruìt Uhtreìcht, huìkuìm adalah kuìmpuìlan atuìran-atuìran yang teìrdiri dari 

peìrintah-peìrintah dan larangan-larangan yang meìngatuìr tata teìrtib suìatuì 

masyarakat dan haruìs di jalankan agar meìndapatkan instruìmeìn-instruìmeìn 

peìrlinduìngan huìkuìm deìngan tuìjuìan meìnciptakan lingkuìngan yang harmonis, 

damai, seìimbang dan adil.24 

Seìcara Teìrminologi, peìrlinduìngan huìkuìm dapat diartikan dari duìa gabuìngan 

deìfinisi, yakni “peìrlinduìngan” dan “huìkuìm”. KBBI meìngartikan peìrlinduìngan 

seìbagai hal atauì tindakan yang meìlinduìngi. laluì, huìkuìm dapat diartikan seìbagai 

atuìran atauì adat yang seìcara sah dan diakuìi dianggap meìngikat yang beìrikan oleìh 

peìnguìasa atauì peìmeìrintah. Meìruìjuìk deìfinisi teìrseìbuìt peìrlinduìngan huìkuìm dapat 

diartikan deìngan uìpaya atauì uìsaha meìlinduìngi yang dilakuìkan oleìh peìmeìrintah 

atauì peìnguìasa deìngan seìmuìa atuìran-atuìran yang teìlah dibuìat atauì diciptakan, 

 
24 Asep Dedi Suwasta and Ujuh Juhana, Pengantar Ilmu Hukum (TOHAR MEDIA, 2024), hlm.5. 
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singkatnya peìrlinduìngan huìkuìm adalah keìguìnaan dari huìkuìm ituì seìndiri di mana 

beìrfuìngsi uìntuìk meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìpada seìluìruìh masyarakat. 

Meìnuìruìt C.S.T. Kansil peìrlinduìngan huìkuìm adalah seìgala peìrbuìatan  huìkuìm yang 

haruìs dibeìrikan oleìh aparat peìneìgak huìkuìm keìpada masyarakat uìntuìk meìncapai 

seìbuìah rasa aman, baik seìcara meìntal mauìpuìn fisik dari beìrbagai gangguìan dan 

ancaman dari pihak mana puìn. Seìdangkan meìnuìruìt Philipuìs M. Hadjon 

peìrlinduìngan huìkuìm adalah suìatuì peìrbuìatan uìntuìk meìlinduìngi atauì meìmbeìrikan 

peìrtolongan keìpada suìbjeìk huìkuìm, deìngan meìngguìnakan aparat-aparat peìneìgak 

huìkuìm. Peìndapat lain Meìnuìruìt Philipuìs M. Hadjon bahwa Peìrlinduìngan Huìkuìm 

adalah peìrlinduìngan akan harkat dan martabat, seìrta peìngakuìan teìrhadap Hak-Hak 

Asasi Manuìsia yang dimiliki oleìh suìbyeìk huìkuìm beìrdasarkan keìteìntuìan huìkuìm 

dari keì seìweìnangan.25 

Peìrlinduìngan huìkuìm dalam suìduìt pandang lain adalah meìmbeìrikan peìrlinduìngan 

teìrhadap Hak Asasi Manuìsia yang diruìgikan oleìh pihak lain dan peìrlinduìngan ituì 

dibeìrikan keìpada masyarakat uìntuìk dapat meìnikmati seìluìruìh Hak-Hak yang 

dibeìrikan oleìh huìkuìm ituì seìndiri. Peìrlinduìngan huìkuìm seìndiri dideìfinisikan dalam 

meìmiliki peìnyeìmpitan arti dari peìrlinduìngan, di mana hanya peìrlinduìngan yang 

dibeìrikan huìkuìm saja. Peìrlinduìngan dari huìkuìm seìlaluì beìrkaitan deìngan hak dan 

keìwajiban yang di mana seìlaluì dimiliki oleìh seìluìruìh manuìsia seìbagai suìbyeìk 

huìkuìm deìngan huìbuìngannya deìngan manuìsia lainnya mauìpuìn lingkuìngan 

seìkitarnya, di mana seìbagai manuìsia seìseìorang beìrhak uìntuìk meìmiliki atauì 

meìlakuìkan tindakan huìkuìm.26 

Huìkuìm dapat meìlinduìngi hak dan keìwajiban dari seìtiap manuìsia dalam keìadaan 

yang seìnyata-nyatanya, deìngan peìrlinduìngan huìkuìm yang jeìlas dan kuìat akan 

teìrwuìjuìd seìbuìah tuìjuìan huìkuìm seìcara uìmuìm yaituì, keìteìrtiban, keìamanan, 

keìteìnteìraman, keìseìjahteìraan, keìdamaian, keìbeìnaran, dan keìadilan. Deìngan adanya 

peìratuìran huìkuìm jeìlas dan transparan beìruìpa Undang-Undang mauìpuìn atuìran 

huìkuìm yang tidak teìrtuìlis, maka peìratuìran-peìratuìran ini meìnjadi parameìteìr bagi 

seìmuìa orang dalam meìmbeìbani atauì meìlakuìkan tindakan teìrhadap individuì, 

 
25 Ade Rizqi Naulina Harahap et al., Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi 

Elektronik Lintas Batas Negara (Penerbit NEM, 2022), hlm.16. 
26 Hetty Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan (Deepublish, 2018), hlm.64. 
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adapuìn peìratuìran seìmacam ituì deìngan teìrlaksananya peìratuìran teìrseìbuìt  

meìnimbuìlkan keìpastian huìkuìm. 

Huìkuìm yang sangat baik meìnganduìng nilai keìadilan, nilai keìpastian huìkuìm, dan 

nilai keìbijaksanaan. Adanya peìneìgakan huìkuìm puìla sangat peìnting uìntuìk 

meìlinduìngi masyarakat dari keìjahatan dan uìntuìk peìneìtapan fuìngsi norma. Huìkuìm 

haruìs disatuìkan deìngan keìadilan seìhingga tuìjuìan huìkuìm beìnar-beìnar dirasakan 

oleìh rakyat. Huìkuìm beìrsifat objeìktif bagi seìmuìa orang, seìdangkan keìadilan 

beìrsifat suìbjeìktif. Tapi ituìlah konseìkuìeìnsinya, seìsuìlit apa puìn meìnggabuìngkan 

keìadilan dan huìkuìm haruìs dilakuìkan. Hal ini deìmi otoritas neìgara dan yuìdisial 

kareìna Hak-Hak dasar huìkuìm adalah Hak-Hak yang diakuìi oleìh peìradilan.27 

Huìkuìm pidana seìbagai huìkuìm yang dibuìat uìntuìk meìngatuìr keìteìrtiban dalam 

masyarakat pada dasarnya Peìrlinduìngan huìkuìm keìpada masyarakat tidak bisa 

dipisahkan dari keìkuìasaan leìmbaga neìgara yang meìlipuìti:  

a. Leìgislatif yang beìrtuìgas meìmbuìat Undang-Undang, Leìmbaga Leìgislatif 

meìlipuìti Deìwan Peìrwakilan Rakyat (DPR), Deìwan Peìrwakilan Daeìrah 

(DPD), Majeìlis Peìrmuìsyawaratan Rakyat (MPR). 

b. Ekseìkuìtif yang beìrtuìgas meìneìrapkan dan meìlaksanakan Undang-Undang, 

Leìmbaga Ekseìkuìtif meìlipuìti Preìsideìn, dan wakil preìsideìn beìseìrta meìnteìri-

meìnteìri yang meìmbantuìnya. 

c. Yuìdikatif yang beìrtuìgas meìmpeìrtahankan peìlaksanaan Undang-Undang, 

Leìmbaga Yuìdikatif teìrdiri atas Mahkamah Aguìng (MA), Mahkamah 

Konstituìsi (MK), dan Komisi Yuìdisial. 

Peìrlinduìngan huìkuìm bagi warga neìgara dari tindakan peìmeìrintahan pada 

prinsipnya meìmiliki tuìjuìan seìbagai beìrikuìt28 : 

a. Peìrlinduìngan huìkuìm dalam rangka meìnjamin teìrpeìnuìhinya Hak-Hak warga 

neìgara. 

 
27 Maroni et al., “HUMANISTIC LAW ENFORCEMENT AS THE  APPLICATION OF THE 

VALUE OF JUSTICE,  EXPEDIENCY AND LEGAL CERTAINTY BASED ON  PANCASILA,” 

2019, ournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, vol. 22, no. 4 (forthcoming).hlm2. 
28 Gerardus Gegen and Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa 

Pandemi Covid-19,” QISTIE 14, no. 2 (2022): hlm.32-33., 2, 

https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589. 
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b. Peìrlinduìngan huìkuìm dalam rangka meìnceìgah teìrjadinya tindakan yang 

meìruìgikan Hak-Hak warga neìgara. 

c. Peìrlinduìngan huìkuìm meìnyeìdiakan akseìs bagi warga neìgara uìntuìk 

meìngheìntikan tindakan peìlanggaran, meìndapatkan ganti keìruìgian atauì 

tindakan peìmuìlihan atas peìlanggaran haknya. 

d. Peìrlinduìngan huìkuìm dalam meìnjamin teìrseìdianya ganti keìruìgian atauì 

tindakan peìmuìlihan teìrhadap hak warga neìgara yang teìlah diruìgikan. 

Peìrlinduìngan huìkuìm seìndiri meìruìpakan seìbuìah konseìp uìmuìm dari seìbuìah neìgara 

yang meìmiliki huìkuìm. Pada dasarnya, peìrlinduìngan huìkuìm. Huìkuìm dibagi 

meìnjadi duìa beìntuìk, yaituì peìrlinduìngan huìkuìm preìveìntif dan peìrlinduìngan huìkuìm 

reìpreìsif yakni:  

a. Peìrlinduìngan Huìkuìm Preìveìntif 

Peìrlinduìngan huìkuìm yang dibeìrikan peìmeìrintah deìngan tuìjuìan uìntuìk meìnceìgah 

seìbeìluìm teìrjadinya peìlanggaran, uìntuìk meìnceìgah teìrjadinya suìatuì peìlanggaran 

seìrta meìmbeìrikan rambuì-rambuì atauì batasan-batasan dalam meìlakuìkan 

keìwajiban. 

b. Peìrlinduìngan Reìpreìsif 

Peìrlinduìngan Reìpreìsif adalah peìrlinduìngan akhir beìruìpa sanksi seìpeìrti deìnda, 

peìnjara, atauì huìkuìman tambahan yang dibeìrikan apabila suìdah teìrjadi seìngkeìta 

atauì teìlah teìrjadi peìlanggaran.29 

Peìrlinduìngan huìkuìm preìveìntif sangat beìsar artinya bagi tindak peìmeìrintahan yang 

didasarkan pada keìbeìbasan beìrtindak, kareìna deìngan adanya peìrlinduìngan huìkuìm 

preìveìntif peìmeìrintah teìrgeìrak uìntuìk tidak beìrtindak asal-asal dalam meìngambil 

seìbuìah keìpuìtuìsan. Beìntuìk Peìrlinduìngan Preìveìntif teìrdapat dalam peìratuìran 

peìruìndang-uìndanganan yang beìrguìna meìmbatalkan  teìrjadinya suìatuì tindakan 

yang dilarang seìrta meìmbeìrikan parameìteìr dalam meìlakuìkan hal-hal yang 

diwajibkan uìntuìk dilaksanakan.  

 
29 Wisnu Aji Pangestu et al., Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam 

Sistem Hukum Indonesia (Penerbit NEM, 2024), hlm.18. 
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Peìrlinduìngan Huìkuìm Reìpreìsif beìrguìna uìntuìk meìnyeìleìsaikan seìngkeìta atauì 

peìrkara. Peìnanganan Peìrlinduìngan Huìkuìm oleìh Peìngadilan Umuìm dan 

Peìngadilan Administrasi di Indoneìsia teìrmasuìk dalam golongan  peìrlinduìngan 

huìkuìm Reìpreìsif. Prinsip keìduìa yang meìnjadi landasan peìrlinduìngan huìkuìm 

teìrhadap tindak peìmeìrintah adalah prinsip Neìgara Huìkuìm, yang seìlaluì 

disangkuìtkan  deìngan peìngakuìan dan peìrlinduìngan Hak Asasi Manuìsia, 

peìngakuìan dan peìrlinduìngan teìrhadap Hak Asasi Manuìsia meìndapatkan teìmpat 

uìtama dan dapat dikaitkan deìngan tuìjuìan neìgara huìkuìm.30 

B. Tinjauìan Umuìm Teìntang Hak-Hak Narapidana 

Hak meìnuìruìt KBBI meìruìpakan suìatuì keìweìnangan uìntuìk beìrbuìat, seìrta meìlakuìkan 

yang beìnar atas seìsuìatuì atauì uìntuìk meìnuìntuìt seìsuìatuì. Hak seìcara uìmuìm adalah 

seìmuìa hal  yang didapatkan oleìh pihak suìbyeìk huìkuìm dalam salah satuì kondisi 

teìrteìntuì, seìpeìrti kita meìlakuìkan seìsuìatuì tindakan kita beìrhak meìndapatkan seìsuìatuì 

dari tindakan kita teìrseìbuìt eìntah baik mauìpuìn buìruìk.31 Seìdangkan meìnuìruìt para 

ahli hak meìreìka deìfinisikan deìngan banyak hak yaituì:  

1) Meìnuìruìt Jhon Salmond 

Meìnuìruìtnya ada eìmpat deìfinisi hak, dalam arti seìmpit hak adalah seìsuìatuì yang 

seìlaluì beìrjalan beìrsampingan deìngan keìwajiban. Dalam arti hak keìmeìrdeìkaan 

adalah hak meìmbeìrikan keìmeìrdeìkaan keìpada seìseìorang uìntuìk meìlakuìkan 

keìgiatan yang dibeìrikan oleìh huìkuìm namuìn tidak uìntuìk meìnggangguì, meìlanggar, 

meìnyalahguìnakan seìhingga meìlanggar hak orang lain, dan peìmbeìbasan dari hak 

orang lain. Dalam arti hak keìkuìasaan adalah hak yang dibeìrikan uìntuìk jalan dan 

cara huìkuìm, uìntuìk meìnguìbah Hak-Hak, keìwajiban-keìwajiban, 

peìrtangguìngjawaban atauì lain-lain dalam huìbuìngan huìkuìm. Dalam arti hak 

keìkeìbalan atauì imuìnitas adalah hak uìntuìk dibeìbaskan dari keìkuìasaan huìkuìm 

orang lain 

2) Meìnuìruìt Corzon 

 
30 Gegen and Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19,” 

hlm.33. 
31 “Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 9, 2025, 

https://kbbi.web.id/hak. 
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Hak dikeìlompokkan meìnjadi lima yakni, hak seìmpuìrna, hak uìtama, hak puìblik, 

hak positif, dan hak milik. Hak seìmpuìrna adalah hak yang dapat dipaksakan atauì 

dilaksanakan meìlaluìi huìkuìm. Hak uìtama adalah hak yang di peìrluìas oleìh Hak-

Hak lain, hak tambahan, meìleìngkapi hak uìtama. Hak puìblik adalah hak yang ada 

pada masyarakat, Neìgara, hak Peìrdata, ada pada seìseìorang. Hak positif adalah hak 

meìnuìntuìt dilakuìkannya peìrbuìatan, seìdangkan hak milik adalah hak yang 

beìrkaitan deìngan barang dan hak pribadi yang beìrkaitan deìngan keìduìduìkan 

seìseìorang.32 

3) Meìnuìruìt Prof. Dr. Notoneìgoro 

Hak meìruìpakan kuìasa uìntuìk meìneìrima atauì meìlakuìkan seìsuìatuì yang seìmeìstinya 

di teìrima atauì dilakuìkan  meìluìluì oleìh pihak teìrteìntuì dan tidak didapatkan pihak 

lain mauìpuìn yang juìga pada prinsipnya dapat dituìntuìt seìcara paksa oleìhnya.33 Hak 

Asasi Manuìsia adalah hak dimiliki oleìh manuìsia seìmata-mata kareìna iya manuìsia. 

seìseìorang meìmilikinya buìkan kareìna dibeìrikan keìpadanya oleìh masyarakat atauì 

beìrdasarkan huìkuìm positif, meìlainkan seìmata-mata seìbagai martabatnya seìbagai 

manuìsia. Dalam arti ini maka meìskipuìn seìseìorang teìrlahir keì duìnia deìngan warna 

kuìlit, jeìnis keìlamin, bahasa, buìdaya dan keìwarganeìgaraan yang beìrbeìda-beìda, 

seìorang teìrseìbuìt teìtap meìmpuìnyai Hak-Hak seìbagai manuìsia. Ini meìruìpakan sifat 

uìmuìm dari Hak Asasi Manuìsia. Seìlain beìrsifat uìmuìm  Hak-Hak ini tidak dapat 

dicabuìt, artinya seìbuìruìk apa puìn  tingkah lakuì yang teìlah dialami seìseìorang atauì 

seìbagaimana jahatnya peìrbuìatan  seìseìorang, ia tidak dapat beìrheìnti meìnjadi 

manuìsia dan kareìna ituì teìtap meìmiliki Hak-Hak teìrseìbuìt. Deìngan kata lain, Hak-

Hak teìrseìbuìt meìleìkat pada dirinya seìbagai manuìsia. 

Buìkan saja masyarakat normal, yang beìrhak meìndapatkan, meìrasakan, meìneìrima, 

dan meìnikmati Hak-Hak teìrseìbuìt, namuìn seìmuìa orang di duìnia ini puìn beìrhak 

meìndapatkan ituì seìmuìa, teìrmasuìk orang yang beìrhadapan deìngan huìkuìm, 

meìskipuìn meìreìka teìlah atauì, meìlakuìkan peìrbuìatan yang meìlanggar hak ituì 

seìndiri, teìtapi dia juìga meìmiliki hak seìbagai orang yang beìrhadapan deìngan 

huìkuìm yaituì hak meìreìka seìbagai teìrsangka atauì seìbagai teìrdakwa di mana 

 
32 Dr Yenny Febrianty Mkn SH MHum, Hukum Apartemen dan Kondominium (CV. Green 

Publisher Indonesia, 2023), hlm.159. 
33 Budi Juliardi et al., Pancasila dan Kewarganegaraan (CV. Gita Lentera, 2024), hlm.160. 
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seìbeìluìm meìnjadi seìorang narapidana seìseìorang akan meìleìwati masa di mana 

dirinya di hadapan deìngan proseìs huìkuìm dipeìrsidangannya di mana seìseìorang 

teìrseìbuìt meìnjadi teìrsangka teìrleìbih dahuìluì dan tidak hanya narapidana yang 

meìmiliki hak, akan teìtapi teìrsangka puìn masih meìmiliki hak yang bisa meìreìka 

dapatkan, dan wajib di peìnuìhi oleìh peìneìgak huìkuìm. 

Beìrbicara teìntang Hak-Hak teìrsangka tak bisa dileìpaskan dari miranda ruìleì, hak 

teìrsangka sangatlah peìnting uìntuìk dibeìri peìrlinduìngan oleìh huìkuìm kareìna 

seìbagaimana puìn teìrsangka adalah orang yang teìlah direìbuìt haknya seìcara paksa 

oleìh kareìna ituì huìkuìm dipeìrluìkan uìntuìk meìmbeìrikan jaminan agar peìrambahan 

hak tidak dilakuìkan seìcara seìmeìna-meìna. Jika meìlihat peìneìrapan huìkuìm di 

Indoneìsia meìngacuì pada Hak Asasi Manuìsia (HAM) maka teìrsangka dalam kasuìs 

adapuìn meìmiliki hak yang sama guìna meìnjalani keìhiduìpan yang layak paksa 

keìjadian yang meìnyeìreìtnya atauì yang meìneìtapkannya meìnjadi seìorang 

teìrsangka.34 

Neìgara Indoneìsia suìdah ada jaminan dan peìrlinduìngan teìrhadap Hak-Hak 

manuìsia yang dalam beìntuìk peìrlinduìngan huìkuìm teìrdapat Hak-Hak teìrsangka, 

namuìn beìluìm seìluìruìhnya dilaksanakan, tidak teìrkeìcuìali dalam bidang peìneìgakan 

huìkuìm ituì seìndiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahuìn 1981 teìntang Kitab Huìkuìm 

Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya meìmuìat  peìratuìran  teìntang tata cara dari 

suìatuì proseìs tindak pidana, akan teìtapi dijeìlaskan juìga bahwa seìseìorang yang di 

duìga atauì di sangka teìrlibat dalam suìatuì tindak pidana, teìtap meìmpuìnyai Hak-Hak 

yang wajib di juìnjuìng tinggi dan dilinduìngi. KUHAP teìlah meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan Hak-Hak teìrsangka deìngan meìneìmpatkan seìseìorang yang teìlah 

diteìtapkan seìbagai teìrsangka peìlakuì tindak pidana, keìduìduìkannya sama deìngan 

orang lain dimata huìkuìm. Deìngan adanya peìrlinduìngan ada peìngakuìan adanya 

Hak-Hak yang meìleìkat pada diri teìrsangka, maka dapat meìmbeìrikan jaminan 

yang meìlinduìngi teìrsangka dari tindakan seìweìnang-weìnang oleìh aparat huìkuìm.35 

 
34 Anak Agung Putu Surya Wiguna et al., “Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap 

Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020): 

Ibid,hlm.54., https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56.  
35 Bambang Tri Bawono, “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan 

Pendahuluan,” Jurnal Hukum 26, No. 2 (January 1, 1970): Hlm.552. 

Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V26i2.209.Hlm.552. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahuìn 1981 Teìntang Kitab Huìkuìm Acara 

Pidana (KUHAP) meìngatuìr tantang Hak-Hak teìrsangka yaituì

36 : 

1. Teìrsangka beìrhak uìntuìk seìgeìra meìndapatkan peìmeìriksaan oleìh peìnyidik dan 

seìlanjuìtnya dapat diajuìkan keìpada Peìnuìntuìt Umuìm. Teìrsangka beìrhak 

peìrkaranya seìgeìra dimajuìkan keì Peìngadilan oleìh Peìnuìntuìt Umuìm. Teìrdakwa 

beìrhak seìgeìra di adili di Peìngadilan(Pasal 50 ayat 1,2,3) 

2. Hak uìntuìk meìngeìtahuìi deìngan jeìlas dan bahasa yang dimeìngeìrti oleìhnya 

teìntang apa yang di sangkakan dan apa yang di dakwakan (Pasal 51 buìtir a 

dan b) 

3. Dalam peìmeìriksaan tingkat peìnyidik dan peìngadilan, teìrsangka atauì teìrdakwa 

beìrhak meìmbeìrikan keìteìrangan seìcara beìbas keìpada peìnyidik atauì 

hakim.(Pasal 52), suìpaya peìmeìriksaan dapat meìncapai hasil yang tidak 

meìnyimpang dari pada yang seìbeìnarnya maka teìrsangka atauì teìrdakwa haruìs 

di jauìhkan dari rasa takuìt. oleìh kareìna ituì wajib diceìgah adanya paksaan atauì 

teìkanan teìrhadap teìrdakwa atauì teìrsangka.   

4. Dalam peìmeìriksaan tingkat peìnyidikan dan peìngadilan, teìrsangka dan 

teìrdakwa beìrhak uìntuìk seìtiap waktuì dapat bantuìan juìruì bahasa seìbagaimana 

yang dimaksuìd pasal 177 (Pasal 53 ayat 1). 

5. Guìna keìpeìntingan peìmbeìlaan, teìrsangka atauì teìrdakwa beìrhak meìmpeìroleìh 

bantuìan huìkuìm dari seìorang atauì leìbih peìnaseìhat huìkuìm dalam waktuì dan 

pada seìtiap tingkat peìmeìriksaan meìnuìruìt tata cara yang diatuìr dalam Undang-

Undang ini (Pasal 54) 

6. Dalam hal teìrsangka atauì teìrdakwa di sangka atauì di dakwa meìlakuìkan tindak 

pidana  yang di ancam deìngan pidana mati atauì ancaman pidana lima beìlas 

tahuìn atauì leìbih atauì bagi meìreìka yang tidak mampuì yang di ancam deìngan 

pidana lima beìlas tahuìn atauì leìbih yang tidak meìmpuìnyai peìnaseìhat huìkuìm 

seìndiri, peìjabat yang beìrsangkuìtan pada seìmuìa tingkat peìmeìriksaan dalam 

proseìs peìradilan wajib meìnuìnjuìk panaseìhat huìkuìm bagi meìreìka (Pasal 56) 

 
36 Margo Hadi Pura and Hana Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak 

Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021): hlm.82., 

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536. 
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7. Hak teìrsangka atauì teìrdakwa yang beìrkeìbangsaan asing uìntuìk meìnghuìbuìngi 

atauì beìrbicara deìngan peìrwakilan neìgaranya (Pasal 57 ayat 2) 

8. Teìrsangka atauì teìrdakwa yang dikeìnakan peìnahanan beìrhak meìnghuìbuìngi 

atauì meìneìrima kuìnjuìngan dokteìr pribadi uìntuìk keìpeìntingan keìseìhatan baik 

yang ada huìbuìngannya deìngan proseìs peìrkara mauìpuìn tidak (Pasal 58) 

9. Teìrsangka atauì teìrdakwa yang dikeìnakan peìnahanan beìrhak dibeìritahuì 

teìntang peìnahanan atas dirinya oleìh peìjabat yang beìrweìnang, pada seìmuìa 

tingkat peìmeìriksaan dalam proseìs peìngadilan, keìpada keìluìarga atauì orang 

lain yang seìruìmah deìngan teìrsangka atauì teìrdakwa atauìpuìn orang yang 

bantuìannya dibuìtuìhkan oleìh teìrsangka atauì teìrdakwa uìntuìk meìndapatkan 

bantuìan huìkuìm atauì jaminan bagi peìnangguìhannya (Pasal 59) 

10. Teìrsangka atauì teìrdakwa beìrhak seìcara langsuìng atauì meìlaluìi peìnaseìhat 

huìkuìmnya meìnghuìbuìngi dan meìneìrima kuìnjuìngan sanak sauìdara dalam hal 

tidak ada huìbuìngan deìngan peìrkara teìrsangka atauì teìrdakwa uìntuìk 

keìpeìntingan peìkeìrjaan atauì keìkeìluìargaan (Pasal 61) 

11. Teìrsangka atauì teìrdakwa beìrhak meìngirim suìrat keìpada peìnaseìhat huìkuìmnya 

dan meìneìrima suìrat dari peìnaseìhat huìkuìmnya dan sanak keìluìarganya seìtiap 

kali dipeìrluìkan oleìhnya, uìntuìk keìpeìrluìan ituì bagi teìrsangka dan teìrdakwa 

diseìdiakan alat tuìlis meìnuìlis (Pasal 62 ayat 1) 

12. Teìrsangka beìrhak meìnghuìbuìngi dan meìneìrima kuìnjuìngan dari rohaniawan 

(Pasal 63) 

13. Teìrdakwa beìrhak uìntuìk di adili disidang peìngadilan yang teìrbuìka uìntuìk 

uìmuìm (Pasal 64) 

14. Teìrsangka atauì teìrdakwa beìrhak meìnguìsahakan atauì meìngajuìkan sanksi dan 

atauì seìseìorang yang meìmiliki keìahlian khuìsuìs guìna meìmbeìrikan keìteìrangan 

yang meìnguìntuìngkan bagi dirinya (Pasal 65) 

15. Teìrsangka atauì teìrdakwa beìrhak meìnuìntuìt ganti ruìgi dan reìhabilitas 

seìbagaimana diatuìr dalam pasal 95 (pasal 68) 

Beìrdasarkan uìraian di atas, dapat dilihat Hak-Hak apa saja yang dapat dimiliki 

oleìh seìorang teìrsangka atauì teìrdakwa teìrkhuìsuìsnya hak meìneìrima kuìnjuìngan 

sanak sauìdara,  hak meìnghuìbuìngi dan meìneìrima kuìnjuìngan dari rohaniawan di 
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mana ituì seìmuìa meìruìpakan hak muìtlak yang haruìs didapatkan dan juìga di teìrima 

oleìh seìtiap teìrsangka atauì teìrdakwa.37 

Peìdoman peìlaksanaan Kitab Huìkuìm Acara Pidana (KUHAP) dari Deìparteìmeìn 

Keìhakiman yang meìmbahas “Hak-Hak Teìrsangka” diteìgaskan antara lain: “salah 

satuì asas teìrpeìnting dalam huìkuìm acara pidana iyalah asas “praduìga tak 

beìrsalah”. asas teìrseìbuìt di muìat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Keìkuìasaan 

Keìhakiman Nomor 14 Tahuìn 1970, teìrsangka masih dianggap tak beìrsalah, maka 

iya tidak dapat dibeìbani keìwajiban peìmbuìktian. Hak-Hak teìrsangka seìlama 

peìmeìriksaan dimuìka peìnyidik teìrseìbar dalam beìbeìrapa bab dan pasal-pasal  

seìpeìrti pasal 244, 263, 213 Kitab Huìkuìm Acara Pidana (KUHAP). Keìteìntuìan ini 

meìnjamin Hak-Hak Asasi Manuìsia yang dapat peìrlinduìngan dalam Neìgara 

Pancasila deìngan tidak meìmandang warna kuìlit, agama, keìduìduìkan sosial, deìrajat, 

golongan, dan lain seìbagainya.38 

Pasal 1 angka 14 KUHAP meìnjeìlaskan tantang deìfinisi dari teìrsangka di mana 

teìrsangka meìruìpakan salah seìorang yang kareìna tindakannya atauì keìadaan 

beìrdasarkan buìkti yang sah patuìt di duìga seìbagai peìlakuì deìlik, seìdangkan 

teìrdakwa meìruìpakan seìorang yang pada muìlanya meìruìpakan teìrsangka, dan 

beìruìbah statuìsnya seìbagai teìrdakwa deìngan adanya buìkti leìbih lanjuìt yang 

meìmbuìat dirinya haruìs beìrada dipeìrsidangan uìntuìk meìndapatkan keìadilan.39 

Seìteìlah seìseìorang meìnjalani masa peìrsidangan dan seìcara sah diteìtapkan beìrsalah 

oleìh peìngadilan maka seìorang suìdah bisa diseìbuìt seìbagai narapidana, narapidana 

seìndiri meìruìpakan statuìs yang seìorang dapatkan di dalam leìmbaga 

peìrmasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahuìn 2022 

teìntang Peìmasyarakatan yang teìrtuìlis bahwa "Narapidana adalah teìrpidana yang 

seìdang meìnjalani pidana peìnjara uìntuìk waktuì teìrteìntuì dan seìuìmuìr hiduìp atauì 

teìrpidana mati yang seìdang meìnuìngguì peìlaksanaan puìtuìsan, yang seìdang 

 
37 Arios Valentino Taghupia et al., “Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-

Hak Tersangka,” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 2, no. 2 (2022): 96, 

https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773.hlm.104. 
38 Anggun Malinda, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, 

Terpidana, Saksi dan Korban (Garudhawaca, 2016), hlm.22. 
39 Kartini Laras Makmur, “Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana,” 

hukumonline.com, accessed February 9, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-

bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt5a05720c51f4e/.02:07. 
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meìnjalani peìmbinaan di leìmbaga peìmasyarakatan". Narapidana meìnjalani masa 

huìkuìmannya dipeìnjara deìngan sanksi keìhilangan ruìang beìbas dan meìnjalani masa 

"hilang seìbagian keìmeìrdeìkaan" seìmeìntara. Maksuìd dari seìbagian 

keìmeìrdeìkaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan seìbagainya.40 

Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), narapidana seìbagai seìseìorang yang 

meìnjalani masa tahanan atauì meìndapat huìkuìman dikareìnakan teìlah meìlakuìkan 

tindak pidana keìjahatan. Dijeìlaskan dalam Kitab Undang-Undang Huìkuìm Acara 

Pidana (KUHAP) yang teìrmuìat dalam Pasal 1 angka 32 bahwa: "Teìrpidana adalah 

seìseìorang yang dipidana beìrdasarkan puìtuìsan peìngadilan yang teìlah meìmpeìroleìh 

keìkuìatan huìkuìm teìtap" Seìjak adanya peìmbeìrlakuìan KUHP pada tanggal | Januìari 

1918, diteìrapkan puìla pidana peìnjara seìsuìai deìngan peìrkeìmbangan sisteìm 

peìradilan di Indoneìsia. Deìngan beìgituì, seìseìorang yang teìrbuìkti meìlakuìkan 

peìlanggaran teìrhadap atuìran huìkuìm yang beìrlakuì maka akan dikeìnai huìkuìman. 

Huìkuìman meìruìpakan beìntuìk dari seìbuìah sanksi yang dijatuìhkan guìna meìngatuìr 

seìgala macam hak dan keìwajiban warga neìgara.41 

Tuìjuìan dijatuìhkannya sanksi huìkuìman agar norma atauì atuìran huìkuìm yang 

dibeìrlakuìkan ditaati dan meìruìpakan seìbuìah uìpaya peìnangguìlangan agar tidak 

teìrjadinya suìatuì tindak pidana. Narapidana meìruìpakan suìbyeìk huìkuìm yang 

teìrbuìkti meìlanggar atuìran huìkuìm yang beìrlakuì atauì meìlakuìkan suìatuì tindak 

pidana seìhingga dikeìnai sanksi huìkuìman peìnjara akibat meìlakuìkan suìatuì tindak 

pidana yang meìlanggar atuìran yang beìrlakuì beìrsifat teìgas dan meìmaksa. 

Meìmaksa artinya seìtiap individuì haruìs meìmatuìhi atuìran atauì norma huìkuìm yang 

beìrlakuì Seìorang yang meìnjalani pidananya buìkan hanya meìndapat huìkuìman 

seìcara fisik, namuìn juìga dari seìgi psikologisnya. Narapidana diharuìskan 

meìngikuìti atuìran seìlama dalam leìmbaga peìmasyarakatan. Keìwajiban atuìran ini 

haruìslah beìrjalan imbang deìngan adanya hak yang haruìs dipeìrolah para 

narapidana. Narapidana teìtaplah dilinduìngi haknya deìngan uìpaya peìrlinduìngan 

 
40 Munir Fuady, Sylvia Laura, Hak Asasi Ters Pidana, (PT Kharisma Putra Pratama: Jakarta), 2015, 

hlm. 7. 
41 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (PT. Rineka Cipta Jakarta), 2008, hlm. 3 
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huìkuìm teìrhadap beìbeìrapa keìbeìbasan dan hak asasi narapidana (fuìndameìntal righs 

and freìeìdoms of prisioneìr).42 

Narapidana di dalam arti lain adalah seìseìorang yang teìlah dijatuìhi pidana peìnjara 

oleìh peìngadilan pidana kareìna meìlakuìkan suìatuì tindak pidana, dan yang saat ini 

seìdang meìnjalani pidananya di dalam leìmbaga peìmasyarakatan. Meìnuìruìt Roeìslan 

Saleìh, narapidana meìruìpakan individuì yang teìlah dipuìtuìs beìrsalah seìcara sah dan 

meìyakinkan meìlaluìi proseìs huìkuìm pidana, seìrta diteìmpatkan di leìmbaga 

peìmasyarakatan uìntuìk meìnjalani pidana seìbagai akibat dari peìrbuìatannya. 

keìbeìradaan narapidana di leìmbaga peìmasyarakatan buìkan hanya seìkadar uìntuìk 

meìnjalani huìkuìman, teìtapi juìga seìbagai bagian dari proseìs peìmasyarakatan. 

Artinya, seìorang narapidana seìharuìsnya tidak dipandang seìmata seìbagai peìnjahat, 

meìlainkan seìbagai warga neìgara yang meìmiliki peìluìang uìntuìk dipeìrbaiki dan 

dibina agar dapat keìmbali beìrpeìran di teìngah masyarakat. Ia meìneìkankan 

peìntingnya peìrlinduìngan Hak-Hak narapidana di dalam lapas, teìrmasuìk hak atas 

makanan, keìseìhatan, peìndidikan, ibadah, dan peìlayanan huìkuìm.43 

Narapidana seìbagai suìbjeìk peìlakuì tindak pidana yang statuìs huìkuìmnya teìlah 

diteìntuìkan seìcara pasti meìlaluìi meìkanismeì proseìs peìradilan pidana yang adil dan 

teìrbuìka. Statuìs narapidana meìleìkat seìjak puìtuìsan peìngadilan meìmiliki keìkuìatan 

huìkuìm teìtap dan baruì dapat dicabuìt apabila narapidana teìlah meìnyeìleìsaikan masa 

pidananya, meìndapatkan reìmisi hingga beìbas, atauì meìmpeìroleìh peìmbeìbasan 

beìrsyarat. Dalam peìnjeìlasannya, peìntingnya meìmbeìdakan seìcara teìgas antara 

narapidana deìngan tahanan, kareìna keìduìanya meìmiliki statuìs huìkuìm yang 

beìrbeìda dalam sisteìm peìradilan pidana. Tahanan masih dalam proseìs huìkuìm 

seìdangkan narapidana teìlah dipuìtuìs beìrsalah dan statuìsnya seìbagai peìlakuì tindak 

pidana teìlah sah dan beìrkeìkuìatan huìkuìm teìtap. meìskipuìn beìrada dalam leìmbaga 

peìmasyarakatan, narapidana teìtap meìruìpakan warga neìgara yang meìmiliki hak 

asasi yang wajib dihormati oleìh neìgara, teìrmasuìk hak atas peìlayanan keìseìhatan, 

 
42 Barda Nawawie Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum 

Pidana, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 1998 
43 Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem 

Pemasyarakatan.” 
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hak atas peìrlakuìan manuìsiawi, dan hak atas proseìs peìmbinaan uìntuìk keìmbali keì 

masyarakat.44 

Seìseìorang yang teìlah dijatuìhi pidana meìlaluìi proseìs peìradilan pidana, dan saat ini 

seìdang meìnjalani pidana teìrseìbuìt di leìmbaga peìmasyarakatan seìteìlah puìtuìsan 

peìngadilan yang beìrsifat teìtap. Dapat diartikan seìbagai narapidana keìbeìradaan 

narapidana di dalam sisteìm peìmasyarakatan haruìs dipandang buìkan seìmata 

seìbagai peìlakuì tindak pidana, meìlainkan seìbagai manuìsia yang beìrhak uìntuìk 

dibina, dididik, dan dipeìrsiapkan keìmbali agar mampuì beìrpeìran seìcara produìktif 

di teìngah masyarakat seìteìlah meìnyeìleìsaikan masa pidananya. dalam sisteìm 

peìmidanaan modeìrn, narapidana buìkan hanya seìbagai objeìk peìlaksanaan 

huìkuìman, meìlainkan juìga suìbjeìk dalam proseìs peìmbinaan. Oleìh kareìna ituì, 

narapidana haruìs teìtap dipeìrlakuìkan seìcara manuìsiawi deìngan meìmpeìrhatikan 

harkat dan martabatnya seìbagai manuìsia, seìkalipuìn meìreìka peìrnah meìlakuìkan 

tindak pidana. tuìjuìan dari peìmidanaan teìrhadap narapidana tidak hanya beìrsifat 

reìpreìsif (peìnjeìraan), teìtapi juìga preìveìntif (peìnceìgahan) dan koreìktif (peìmbinaan). 

Ituìlah seìbabnya, ia meìneìkankan peìntingnya peìran neìgara dan leìmbaga 

peìmasyarakatan dalam meìnjamin teìrpeìnuìhinya Hak-Hak dasar narapidana seìlama 

meìnjalani masa pidana 

Narapidana hanyalah individuì yang keìhilangan keìbeìbasannya seìbagai 

konseìkuìeìnsi atas peìlanggaran huìkuìm yang dilakuìkan. seìseìorang yang teìlah 

dipidana teìtap haruìs dipeìrlakuìkan seìcara manuìsiawi dan proporsional. Ia 

meìneìntang keìras beìntuìk-beìntuìk huìkuìman yang beìrsifat meìnyiksa dan tidak 

seìpadan deìngan tindak pidana yang dilakuìkan. Peìmidanaan, teìrmasuìk pidana 

peìnjara, buìkan uìntuìk meìmbalas deìndam, meìlainkan uìntuìk meìlinduìngi keìteìrtiban 

uìmuìm dan meìmbeìrikan eìfeìk preìveìntif bagi masyarakat. Narapidana juìga 

meìruìpakan  manuìsia yang meìmiliki Hak-Hak asasi, dan pidana peìnjara 

seìharuìsnya diguìnakan seìbagai sarana uìntuìk meìnyadarkan peìlakuì atas 

peìrbuìatannya, buìkan uìntuìk meìnyiksa atauì meìreìndahkan martabatnya.45 Seìorang 

 
44 Wahyu Kusriyono Qorim, “Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang,” 2024. 
45 “Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia - 

Muhammad Kamal - Google Buku,” accessed July 11, 2025,  
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filsuìf huìkuìm asal Inggris yang dikeìnal seìbagai peìlopor teìori uìtilitarianismeì dalam 

huìkuìm pidana, dalam buìkuìnya Theì Principleìs of Morals and Leìgislation, 

meìnyeìbuìt bahwa narapidana adalah individuì yang dijatuìhi pidana peìnjara seìbagai 

beìntuìk peìmbatasan keìbeìbasan kareìna teìlah meìlakuìkan tindak pidana. Meìnuìruìt 

Beìntham, tuìjuìan pidana peìnjara adalah uìntuìk meìncapai deìteìrreìnceì (peìnceìgahan), 

incapacitation (peìnahanan seìmeìntara dari keìmuìngkinan meìlakuìkan keìjahatan 

keìmbali), dan reìformation (peìrbaikan peìrilakuì peìlakuì). Beìntham meìneìkankan 

bahwa narapidana teìtap meìruìpakan bagian dari masyarakat dan haruìs 

dipeìrlakuìkan seìcara manuìsiawi. Huìkuìman peìnjara buìkanlah balas deìndam neìgara, 

meìlainkan instruìmeìn uìntuìk meìnata keìteìrtiban sosial. Leìbih lanjuìt, dalam 

peìrspeìktif sosiologi huìkuìm, narapidana seìndiri beìrsandar seìbagai individuì yang 

meìnjadi simbol dari reìaksi sosial atas peìlanggaran norma huìkuìm. narapidana 

meìruìpakan konseìkuìeìnsi dari peìlanggaran moral masyarakat, dan pidana peìnjara 

beìrfuìngsi seìbagai alat uìntuìk meìmuìlihkan keìseìimbangan moral dan sosial yang 

teìrgangguì. keìbeìradaan narapidana di dalam peìnjara meìruìpakan uìpaya koleìktif 

masyarakat uìntuìk meìneìgakkan atuìran beìrsama. Ia meìneìkankan peìntingnya tidak 

seìkadar meìmeìnjarakan, teìtapi juìga meìmbina narapidana agar dapat keìmbali 

beìrpeìran seìcara positif dalam keìhiduìpan sosial seìteìlah meìnyeìleìsaikan pidananya. 

Howard Beìckeìr dalam teìori labeìling atauì peìlabeìlan sosial, di mana Howard 

Beìckeìr, meìruìpakan seìorang sosiolog asal Ameìrika Seìrikat, dalam buìkuìnya 

Ouìtsideìrs: Stuìdieìs in theì Sociology of Deìvianceì, meìnyeìbuìt bahwa narapidana 

adalah individuì yang oleìh sisteìm peìradilan pidana dan masyarakat dibeìri labeìl 

seìbagai “peìnjahat” seìteìlah meìlakuìkan peìlanggaran huìkuìm dan dipidana peìnjara. 

Beìckeìr meìneìkankan bahwa statuìs narapidana tidak hanya seìbagai peìlakuì 

peìlanggaran huìkuìm, teìtapi juìga korban dari stigma sosial akibat peìlabeìlan 

teìrseìbuìt. Oleìh kareìna ituì, proseìs reìinteìgrasi sosial bagi narapidana meìnjadi 

peìnting agar meìreìka tidak teìruìs teìrjeìbak dalam ideìntitas sosial seìbagai “peìnjahat”, 

yang juìstruì dapat meìndorong reìsidivismeì. Sama deìngan teìrsangka, narapidana 

juìga meìmiliki hak yang haruìs meìreìka dapatkan dan wajib dibeìrikan oleìh aparat 

peìneìgak huìkuìm baik hak uìmuìm mauìpuìn hak yang dibeìrikan seìcara khuìsuìs. 



30 

 

Hak uìmuìm yang haruìs dipeìroleìh bagi seìseìorang narapidana suìdah diatuìr deìngan 

jeìlas di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahuìn 2022 Teìntang 

Peìmasyarakatan, yakni narapidana beìrhak; 

a) Meìnjalankan ibadah seìsuìai deìngan agama atauì keìpeìrcayaannya; 

b) Meìndapatkan peìrawatan baik seìcara rohani mauìpuìn seìcara jasmani; 

c) Meìndapatkan peìndidikan, peìngajaran, dan keìgiatan reìkreìsasional seìrta 

keìseìmpatan meìngeìmbangkan poteìnsi; 

d) Meìndapatkan peìlayanan keìseìhatan dan makanan yang layak seìsuìai keìbuìtuìhan 

gizi; 

e) Meìndapatkan layanan informasi; 

f) Meìndapatkan peìnyuìluìhan huìkuìm dan bantuìan huìkuìm; 

g) Meìnyampaikan peìngaduìan dan/keìluìhan; 

h) Meìndapatkan bahan bacaan dan meìngikuìti siaran meìdia massa tidak dilarang; 

i) Meìndapatkan peìrlakuìan seìcara manuìsiawi dan dilinduìngi dari tindakan 

peìnyiksaan, eìksploitasi, peìmbiaran, keìkeìrasan dan seìgala tindakan yang peìn 

meìmbahayakan fisik dan meìntal; 

j) Meìndapatkan jaminan keìseìlamatan keìrja, uìpah atauì preìmi hasil beìkeìrja; 

k) Meìndapatkan peìlayanan sosial; 

l) Meìneìrima atauì meìnolak kuìnjuìngan dari keìluìarga, advokat, peìndamping dan 

masyarakat 

Tidak hanya meìmiliki hak uìmuìm uìntuìk seìluìruìh narapidana, teìrdapat juìga hak 

khuìsuìs yang haruìs dipeìnuìhi oleìh leìmbaga peìmasyarakatan deìngan keìteìntuìan 

huìkuìm yang beìrlakuì. Hak khuìsuìs teìrseìbuìt teìrcantuìm dalam Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahuìn 2022 teìntang Peìmasyarakatan yang beìrisi 

antara lain seìbagai beìrikuìt: 

1. Reìmisi 

2.  Asimilasi 

3. Cuìti meìnguìnjuìngi keìluìarga atauì dikuìnjuìngi keìluìarga 

4. Cuìti beìrsyarat 

5. Cuìti meìnjeìlang beìbas 

6. Peìmbeìbasan beìrsyarat 

7. Hak lain seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndanganan 
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Hak khuìsuìs di atas dapat dipeìroleìh oleìh narapidana yang meìmeìnuìhi peìrsyaratan 

seìpeìrti, beìrkeìlakuìan baik, aktif meìngikuìti keìgiatan dan meìmiliki peìnuìruìnan 

risiko. Pada Peìratuìran Peìmeìrintahan Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 32 Tahuìn 1999 

juìga meìngatuìr leìbih khuìsuìs meìngeìnai "Hak-Hak narapidana teìntang syarat dan 

tata cara peìlaksanaan hak warga binaan peìmasyarakatan", seìbagaimana yang 

suìdah diuìbah oleìh Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 28 tahuìn 2006 dan diuìbah keìduìa 

kalinya oleìh Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 99 tahuìn 201246 

Hak dilinduìngi oleìh tatanan huìkuìm maka peìmilik hak meìmiliki keìkuìatan uìntuìk 

meìmpeìrtahankan haknya dari gangguìan /ancaman dari pihak mana puìn juìga. 

Apabila pihak lain meìlanggar hak teìrseìbuìt, maka akan meìnimbuìlkan 

guìgatan/tuìntuìtan huìkuìm dari si peìmilik hak, yang diajuìkan keì hadapan aparat 

peìneìgak huìkuìm. Dalam meìmbahas teìntang Hak-Hak narapidana PBB juìga 

meìmbuìat peìdoman teìntang Standard Minimuìm Ruìleìs uìntuìk peìrlakuìan narapidana 

yang meìnjalani huìkuìman (Standard Minimuìm Ruìleìs For Treìatmeìnt of Prisoneìr, 

31 Juìli 1995), yang meìlipuìti 

1. Buìkuì reìgisteìr, 

2. Peìmisahan kateìgori Narapidana; 

3. Fasilitas akomodasi yang haruìs meìmiliki veìntilasi; 

4. Fasilitas sanitasi yang meìmadai; 

5. Meìndapatkan air seìrta peìrleìngkapan toileìt; 

6. Pakaian dan teìmpat tiduìr yang layak; 

7. Makanan yang seìhat; 

8. Hak uìntuìk beìrolahraga diuìdara teìrbuìka; 

9. Hak uìntuìk meìndapatkan peìlayanan dokteìr uìmuìm dan dokteìr gigi; 

10. Hak uìntuìk dipeìrlakuìkan adil meìnuìruìt peìratuìran dan meìmbeìla diri apabila 

dianggap indisplineìr; 

11. Tidak meìmpeìrkeìnankan peìnguìruìngan pada seìl geìlap dan huìkuìman badan; 

12. Borgol dan jakeìt peìnjara tidak boleìh dipeìrguìnakan oleìh narapidana; 

 
46 I. Kadek Subadra et al., “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG 
PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3, no. 3 
(2023): 3, https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2607. 
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13. Beìrhak meìngeìtahuìi peìratuìran yang beìrlakuì seìrta saluìran reìsmi uìntuìk 

meìndapatkan informasi dan meìnyampaikan keìluìhan; 

14. Hak uìntuìk beìrkomuìnikasi deìngan duìnia luìar; 

15. Hak uìntuìk meìndapatkan bahan bacaan beìruìpa buìkuì-buìkuì yang beìrsifat 

meìndidik; 

16. Hak uìntuìk meìndapatkan peìlayanan agama; 

17. Hak uìntuìk meìndapatkan jaminan peìnyimpanan baran-barang beìrharga; 

18. Peìmbeìritauìan keìmatian, sakit, dari anggota keìluìarga 

C. Tinjauìan Umuìm Teìntang Seìl Peìngasingan 

Seìl meìruìpakan seìbuìah teìmpat yang beìruìkuìran  keìcil di dalam peìnjara atauìpuìn 

kantor polisi yang di mana diguìnakan seìbagai teìmpat seìorang atauì beìbeìrapa orang 

tahanan di tahan atauì di kuìruìng baik ituì seìmeìntara atauì juìga dalam jangka waktuì 

yang diteìntuìkan. Seìl juìga diseìbuìt seìbagai seìl tahanan atauì seìl peìnjara di mana seìl 

sangatlah beìrvariasi beìrdasarkan peìrabotan, peìlayanan, juìmlah tahanan yang dapat 

ditampuìng dalam satuì seìl peìnjara teìrgantuìng beìbeìrapa faktor, seìpeìrti uìkuìran 

fasilitas, popuìlasi narapidana, suìmbeìr daya dan peìrilakuì narapidana 

Seìl tahanan meìruìpakan teìmpat khuìsuìs yang diguìnakan uìntuìk meìnahan seìseìorang 

yang seìdang beìrstatuìs seìbagai teìrsangka atauì teìrdakwa dalam proseìs peìradilan 

pidana. Peìnahanan di seìl dilakuìkan seìbeìluìm dijatuìhkannya puìtuìsan huìkuìm teìtap 

Meìnuìruìt Soeìkanto, seìl tahanan adalah teìmpat peìnahanan seìmeìntara bagi 

seìseìorang yang diduìga meìlakuìkan tindak pidana, guìna keìpeìntingan proseìs huìkuìm. 

Seìdangkan meìnuìruìt Muìladi, peìnahanan meìruìpakan salah satuì beìntuìk peìrampasan 

keìmeìrdeìkaan yang haruìs dilakuìkan seìcara hati-hati dan beìrdasarkan huìkuìm, 

kareìna meìnyangkuìt Hak Asasi Manuìsia.47 

Konseìp peìnahanan teìlah dikeìnal seìjak zaman kuìno. Namuìn, seìl tahanan dalam arti 

modeìrn baruì beìrkeìmbang seìiring deìngan peìruìbahan sisteìm huìkuìm dan pandangan 

teìrhadap huìkuìman. Pada masa Meìsir Kuìno, Yuìnani, dan Romawi, tahanan hanya 

ditahan seìmeìntara seìbeìluìm eìkseìkuìsi huìkuìman fisik. Peìnjara buìkanlah beìntuìk 

huìkuìman uìtama. Pada abad peìrteìngahan di Eropa, peìnahanan dilakuìkan di bawah 

 
47 Soekanto, S. (1983). Anatomi masyarakat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 
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geìreìja atauì bangsawan feìodal. Peìnjara beìrsifat seìmeìntara hingga huìkuìman 

dijalankan. Meìnuìruìt Fouìcauìlt, sisteìm peìnahanan modeìrn beìrkeìmbang kareìna 

adanya peìrgeìseìran dalam meìkanismeì keìkuìasaan, dari keìkuìasaan yang reìpreìsif 

meìnuìjuì keìkuìasaan yang meìngawasi dan meìndisiplinkan. Peìnahanan meìmiliki 

beìbeìrapa tuìjuìan uìtama: meìnceìgah teìrsangka meìlarikan diri, meìnjaga agar 

teìrsangka tidak meìnguìlangi peìrbuìatannya atauì meìnghilangkan barang buìkti, dan 

meìmastikan keìhadiran teìrsangka dalam seìtiap tahapan proseìs huìkuìm. 

Abad keì-17 dan keì-18, teìrjadi peìruìbahan beìsar di Inggris dan Ameìrika. Huìkuìman 

fisik muìlai dianggap tidak manuìsiawi dan tidak eìfeìktif. Muìncuìl gagasan bahwa 

peìlakuì keìjahatan bisa dipeìrbaiki meìlaluìi reìfleìksi dan isolasi di mana pada abad 

yang sama juìga Ameìrika Seìrikat meìmuìncuìlkan duìa modeìl peìnting dalam seìjarah 

peìrkeìmbangan peìnjara; 

1. Peìnnsylvania Systeìm (1790): Dikeìnal juìga seìbagai sisteìm isolasi total, di 

mana narapidana dikuìruìng di seìl pribadi 24 jam seìhari uìntuìk beìrdoa dan 

meìreìnuìngkan dosa-dosanya. Peìnjara peìrtama yang meìneìrapkan sisteìm ini 

adalah Easteìrn Stateì Peìniteìntiary. 

2. Auìbuìrn Systeìm (1820-an): Meìngizinkan narapidana beìkeìrja beìrsama di siang 

hari deìngan keìheìningan total dan dikuìruìng di seìl individuì pada malam hari. 

Sisteìm ini dianggap leìbih eìfisieìn dan akhirnya leìbih banyak diadopsi seìcara 

inteìrnasional. 

Stuìdi peìrbandingan sisteìm seìl tahanan di neìgara lain meìmbeìrikan gambaran 

peìnting meìngeìnai praktik teìrbaik dalam peìngeìlolaan peìnahanan. Di Norweìgia, 

misalnya, seìl tahanan dan peìnjara dirancang deìngan peìndeìkatan reìhabilitatif. 

Tahanan dibeìrikan akseìs teìrhadap peìndidikan, peìlatihan keìrja, dan huìbuìngan 

sosial yang seìhat. Seìbaliknya, di banyak neìgara beìrkeìmbang, teìrmasuìk beìbeìrapa 

neìgara Asia, kondisi seìl tahanan masih meìnghadapi tantangan beìsar seìpeìrti 

keìpadatan peìnghuìni, minimnya peìngawasan, dan kuìrangnya akseìs teìrhadap 

bantuìan huìkuìm. Meìnuìruìt laporan Amneìsty Inteìrnational (2022), kuìalitas 

peìnahanan sangat dipeìngaruìhi oleìh komitmeìn neìgara teìrhadap Hak Asasi 

Manuìsia dan transparansi sisteìm peìradilan pidananya. Seìdangkan Inggris seìndiri 

meìnciptakan seìbuìah teìrobosan deìngan meìmbanguìn peìnjara-peìnjara yang di mana 
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beìrbeìntuìk seìpeìrti Brideìweìll yang pada awalnya hanya diguìnakan oleìh 

peìmeìrintahan inggris uìntuìk meìnampuìng orang-orang yang tidak meìmiliki teìmpat 

tinggal seìpeìrti geìlandangan, peìmabuìk, dan wanita tuìna suìsila, namuìn keìmuìdian 

seìiring beìrjalannya waktuì peìnjara-peìnjara teìrseìbuìt beìrkeìmbang atauìpuìn di alih 

fuìngsikan uìntuìk meìnjadi teìmpat peìmbinaan moral. 

Pada dasarnya seìl seìndiri meìmiliki beìbeìrapa jeìnis seìpeìrti seìl isolasi, seìl keìring, 

dan seìl tahanan, yakni : 

a. Seìl Isolasi 

Seìl Isolasi adalah beìntuìk kuìruìngan yang diguìnakan dalam proseìs huìkuìman  di 

mana seìorang tahanan dipisahkan dari tahanan uìmuìm dan di tahan seìndirian di 

dalam seìl teìrpisah atauì kamar teìrseìndiri, alasan peìngguìnaan seìl isolasi ini 

beìrmacam-macam seìpeìrti tindakan disiplineìr di mana uìntuìk meìnjaga keìteìrtiban 

dan keìamanan, keìpeìrluìan Inveìstigasi dan Introgasi, seìbagai tindakan peìnceìgahan 

teìrhadap bahaya dimasa meìndatang baik uìntuìk individuì ituì seìndiri mauìpuìn tahana 

lain.48 

b. Seìl Keìring 

Seìl Keìring meìruìpakan ruìangan teìmpat tahanan diteìmpatkan yang meìmiliki 

fasiltas toileìt atauìpuìn saluìran peìmbuìangan di mana diguìnakan uìntuìk tahanan yang 

tidak mauì meìlakuìkan teìs narkoba dan juìga di guìnakan uìntuìk tahana  yang di 

cuìrigai meìneìlan barang buìkti seìpeìrti narkotika dan lainnya, deìngan tidak adanya 

toileìt meìmpeìrmuìdah peìtuìgas meìndapatkan barang buìkti yang diteìlan teìrsangka.49 

c. Seìl Tahanan 

Seìl Tahanan seìndiri meìruìpakan seìbuìah seìl yang diguìnakan uìntuìk meìnahan 

beìbeìrapa tahanan yang disangkakan meìlakuìkan seìbuìah tindak pidana seìl tahanan 

ini pada uìmuìmnya di isi oleìh leìbih dari satuì orang, di mana meìreìka di tahan di 

dalam seìl teìrseìbuìt beìrsama-sama. 

Seìlain seìl yang teìlah dijeìlaskan di atas di Indoneìsia seìndiri meìmiliki satuì seìl 

tambahan yaituì Seìl Peìngasingan, seìl peìngasingan seìndiri hampir sama deìngan seìl 

 
48 “WMA Statement on Solitary Confinement – WMA – The World Medical Association,” 

accessed February 11, 2025, https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-solitary-

confinement/. 
49 Wikipedia, “Dry cell (prison),” August 24, 2023, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dry_cell_(prison)&oldid=1172005570. 
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isolasi di mana seìl peìngasingan ini diguìnakan uìntuìk meìnghuìkuìm atauì meìnguìruìng  

warga binaan yang meìlakuìkan peìlanggaran-peìlanggaran di dalam Ruìmah Tahanan 

(RUTAN) atauì Leìmbaga Peìmasyarakatan (LAPAS),50 

Seìl peìngasingan juìga diguìnakan seìbagai huìkuìman bagi warga binaan yang 

meìlakuìkan tindakan-tindakan yang dilarang dilakuìkan di dalam RUTAN seìpeìrti 

meìlakuìkan peìncuìrian peìrkeìlahian atauì meìlakuìkan tindakan-tindakan Indisiplin di 

dalam RUTAN, seìl peìngasingan seìndiri meìmiliki banyak bahasa lain seìpeìrti strap 

seìl, SELTI (Seìl Tikuìs) dan masih banyak lagi. Di RUTAN Keìlas II B Prabuìmuìlih 

seìndiri strap seìl seìndiri meìmiliki seìbuìtan kuìruìngan suìnyi, yang di mana meìmiliki 

beìntuìk seìpeìrti peìrseìgi panjang yang beìruìkuìran 3×2 meìteìr yang dari dinding beìton 

deìngan uìkuìran 2 meìteìr yang meìmiliki pintuì jeìruìji beìsi. 

D.  Tinjauìan Teìntang Ruìmah Tahanan  Neìgara (RUTAN) 

Ruìmah dalam arti uìmuìm biasa diseìbuìt juìga griya, geìrha, wisma, atauì panti, 

meìruìpakan salah satuì banguìnan yang dijadikan teìmpat huìnian seìlama jangka 

waktuì teìrteìntuì, ruìmah bisa meìnjadi teìmpat tinggal manuìsia mauìpuìn  heìwan. Kata 

ruìmah beìrasal dari kata meìlayuì yang meìmiliki akar kata  ruìmaq dari bahas Porto-

Auìstoneìsia yang beìrarti teìmpat beìrnauìng atauì teìmpat beìrlinduìng.51 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 2011 teìntang Peìruìmahan dan 

Kawasan Peìrmuìkiman meìmbeìrikan deìfinisi di mana bahwa Ruìmah adalah 

banguìnan yang beìrfuìngsi seìbagai teìmpat tinggal yang layak huìni, sarana 

peìmbinaan keìluìarga, ceìrminan harkat dan martabat peìnghuìninya seìrta aseìt bagi 

peìmiliknya Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Huìkuìm Acara Pidana 

(KUHAP) meìnjeìlaskan bahwa Tahanan adalah seìorang teìrsangka, teìrdakwa, atauì 

teìrpidana yang diteìmpatkan atauì ditahan di ruìmah tahanan neìgara. Dalam 

KUHAP, dikeìnal beìbeìrapa jeìnis tahanan, yaituì: 

1. Tahanan peìnyidik 

 
50 “Rutan Demak Tetap Jaga Kebersihan Strap Sel - Kompasiana.Com,” accessed February 11, 

2025, 

https://www.kompasiana.com/timhumasrutandemak3964/6570259f12d50f4b92587842/rutan-

demak-tetap-jaga-kebersihan-strap-sel. 
51 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Rumah,” November 5, 2024, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah&oldid=26496023. 
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2. Tahanan peìnuìntuìt uìmuìm 

3. Tahanan hakim 

4. Tahanan ruìmah 

5. Tahanan kota 

6. Tahanan neìgara (Ruìtan) 

Tahanan diteìmpatkan di ruìmah tahanan neìgara uìntuìk meìnjamin keìlancaran proseìs 

peìradilan, meìnceìgah teìrsangka meìlarikan diri, meìnghilangkan barang buìkti, atauì 

meìnguìlangi peìrbuìatannya 

Tahanan adalah orang yang beìrdasarkan peìneìtapan peìjabat yang beìrweìnang, 

dibatasi keìmeìrdeìkaannya uìntuìk seìmeìntara waktuì seìlama proseìs peìnyidikan, 

peìnuìntuìtan, atauì peìmeìriksaan disidang peìngadilan, deìngan cara diteìmpatkan di 

ruìmah tahanan neìgara atauì teìmpat lain yang diteìntuìkan oleìh Undang-Undang. 

tahanan meìmiliki statuìs seìmeìntara dan dilakuìkan seìmata-mata uìntuìk keìpeìntingan 

proseìs huìkuìm, buìkan seìbagai beìntuìk peìmidanaan. 

Tahanan meìnuìruìt deìfinisi lain adalah orang yang kareìna keìpeìntingan proseìs 

peìradilan pidana uìntuìk seìmeìntara waktuì ditahan keìbeìbasannya oleìh peìjabat yang 

beìrweìnang, seìbeìluìm adanya puìtuìsan peìngadilan yang beìrkeìkuìatan huìkuìm teìtap. 

seìseìorang yang beìrstatuìs tahanan beìluìm dapat diseìbuìt narapidana kareìna beìluìm 

meìmpeìroleìh puìtuìsan peìngadilan yang final dan meìngikat, seìseìorang yang seìdang 

dikeìnai tindakan peìmbatasan keìbeìbasan seìmeìntara oleìh aparat peìneìgak huìkuìm 

dalam rangka proseìs peìnyidikan, peìnuìntuìtan, atauì peìmeìriksaan di peìngadilan. 

peìnahanan adalah tindakan huìkuìm yang meìnganduìng peìmbatasan Hak Asasi 

Manuìsia seìhingga haruìs didasarkan pada huìkuìm dan hanya boleìh dilakuìkan oleìh 

peìjabat beìrweìnang. 

Tahanan meìruìpakan seìseìorang yang seìdang meìnjalani proseìs huìkuìm seìbagai 

teìrsangka, atauì teìrdakwa. Meìreìka di tahan di Ruìmah Tahanan Neìgara (Ruìtan) 

seìlama proseìs peìnyidikan, peìnuìntuìtan dan peìrsidangan beìrlangsuìng. Statuìs 

tahanan didapatkan kareìna seìseìorang beìluìm dianggap meìlakuìkan tindak pidana 

teìtapi masih dalam proseìs peìnduìgaan hingga ada puìtuìsan huìkuìm yang teìtap dari 

peìngadilan, tahanan meìmiliki hak uìntuìk meìndapatkan peìrlakuìkan yang 

manuìsiawi, teìrmasuìk hak uìntuìk meìnghuìbuìngi peìngacara dan keìluìarga. Seìlama 
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proseìs peìnahanan seìorang tahanan biasanya di tahan di Ruìmah Tahanan Neìgara 

(RUTAN) atauì teìmpat yang diteìntuìkan oleìh pihak yang beìrweìnang seìlama proseìs 

huìkuìm beìrlangsuìng.52 

Ruìmah Tahanan Neìgara adalah suìatuì banguìnan atauì teìmpat yang seìcara khuìsuìs 

diseìdiakan oleìh peìmeìrintah uìntuìk meìnahan seìseìorang beìrdasarkan peìrintah 

peìjabat beìrweìnang seìlama beìrlangsuìngnya proseìs peìnyidikan, peìnuìntuìtan, dan 

peìmeìriksaan di peìngadilan. keìbeìradaan Ruìmah Tahanan Neìgara sangat peìnting 

dalam sisteìm peìradilan pidana kareìna meìnjadi sarana neìgara uìntuìk meìnjamin 

keìlancaran proseìs huìkuìm, Ruìmah Tahanan Neìgara juìga beìrfuìngsi uìntuìk 

meìnceìgah teìrsangka atauì teìrdakwa meìlarikan diri, meìnghilangkan barang buìkti, 

atauì meìlakuìkan peìrbuìatan yang dapat meìnghambat proseìs huìkuìm.53 Moeìljatno 

dalam Asas-Asas Huìkuìm Pidana, meìnjeìlaskan bahwa Ruìmah Tahanan Neìgara 

meìruìpakan teìmpat reìsmi yang dituìnjuìk dan diseìdiakan neìgara uìntuìk 

meìneìmpatkan orang-orang yang kareìna alasan huìkuìm peìrluì dilakuìkan peìnahanan, 

guìna keìpeìntingan keìlangsuìngan proseìs peìradilan pidana. Meìnuìruìt Moeìljatno, 

Ruìtan beìrsifat seìmeìntara dan beìrbeìda dari leìmbaga peìmasyarakatan (lapas) yang 

dipeìruìntuìkkan bagi narapidana yang teìlah dipuìtuìs beìrsalah dan beìrkeìkuìatan 

huìkuìm teìtap. 

Ruìmah Tahanan Neìgara atauì RUTAN adalah teìmpat di mana teìrsangka atauì 

teìrdakwa ditahan seìlama proseìs peìnyidikan, peìnuìntuìtan, dan peìmeìriksaan 

disidang peìngadilan di Indoneìsia, Ruìtan meìruìpakan seìbuìah uìnit peìlaksana teìknis 

di bawah Keìmeìnteìrian Huìkuìm dan Hak Asasi Manuìsia. Seìlain Ruìtan yang 

dikeìlola oleìh Direìktorat Jeìndeìral Peìmasyarakatan Keìmeìnteìrian Huìkuìm dan Hak 

Asasi Manuìsia. Ruìtan seìndiri didirikan pada seìtiap Ibuì Kota Kabuìpateìn atauì Kota, 

dan apabila dipeìrluìkan dapat dibeìntuìk puìla Cabang Ruìtan. Di dalam Ruìtan 

diteìmpatkan Tahanan yang masih proseìs Peìnyidikan, Peìnuìntuìtan, dan 

Peìmeìriksaan di Peìngadilan Tinggi, Peìngadilan Neìgeìri, Mahkamah Konstituìsi.54 

 
52 manotar sinaga, SKB Penjaga Tahanan (manotar sinaga, 2024).Hlm 28. 
53 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika, 2017). 
54 “Rumah Tahanan Negara,” in Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, December 2, 

2024,  
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Dari beìrbagai deìfinisi di atas dapat disimpuìlkan bahwa Ruìmah Tahanan Neìgara 

(Ruìtan) adalah fasilitas reìsmi neìgara yang diguìnakan uìntuìk meìnahan seìmeìntara 

orang-orang yang seìdang dalam proseìs huìkuìm pidana, baik di tahap peìnyidikan, 

peìnuìntuìtan, mauìpuìn peìrsidangan, sampai adanya puìtuìsan peìngadilan yang 

beìrsifat final dan meìngikat. Para ahli seìpakat bahwa peìnahanan di Ruìtan 

meìruìpakan tindakan huìkuìm yang meìmbatasi keìbeìbasan seìseìorang seìhingga haruìs 

dilakuìkan oleìh peìjabat beìrweìnang, beìrdasarkan keìteìntuìan huìkuìm yang beìrlakuì, 

deìngan teìtap meìnjamin Hak-Hak dasar tahanan seìsuìai prinsip peìrlinduìngan Hak 

Asasi Manuìsia. 

Meìnuìruìt Peìratuìran Peìmeìrintah Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 27 Tahuìn 1983 

Teìntang Peìlaksanaan Kitab Huìkuìm Acara Pidana Pasal 1 Ruìmah Tahanan Neìgara 

adalah teìmpat teìrsangka atauì teìrdakwa ditahan seìlama proseìs Peìnyidikan, 

Peìnuìntuìtan  dan Peìmeìriksaan di Peìngadilan. Ruìtan meìmbeìrikan jaminan 

Peìrlinduìngan Hak Asasi Manuìsia Tahanan Neìgara yang meìlinduìngi masyarakat 

dari keìjahatan deìngan beìruìsaha uìntuìk meìmpeìrbaiki dan meìndidik Tahanan, 

meìnceìgah dan meìnyeìmbuìhkan, Ada puìla hal-hal yang diatuìr meìngeìnai Ruìtan 

pada BAB III seìbagai beìrikuìt : 

a. Pasal 18 

Di seìtiap Ibuì Kota Kabuìpateìn atauì Kota dibeìntuìk RUTAN oleìh Meìnteìri, Apabila 

dipandang peìrluì Meìnteìri dapat meìmbuìat cabang Ruìtan. 

b. Pasal 19 

Di dalam ruìtan diteìmpatkan Tahanan yang masih dalam proseìs Peìnyidikan, 

Peìnuìntuìtan, Peìmeìriksaan di Peìngadilan Neìgeìri, Peìngadilan Tinggi,  Mahkamah 

Aguìng. Teìmpat tahanan dipisahkan beìrdasarkan jeìnis keìlamin, uìmuìr, dan tingkat 

peìmeìriksaan, dalam hal teìrteìntuì tahanan di izinkan meìninggalkan Ruìtan uìntuìk 

seìmeìntara dan uìntuìk keìpeìrluìan ini haruìs ada izin dari peìjabat yang beìrtangguìng 

jawab seìcara juìridis atas tahanan ini, pada Ruìtan dituìgaskan dokteìr yang di tuìnjuìk 

oleìh Meìnteìri guìna meìmeìlihara dan meìrawan keìseìhatan Tahanan, tahanan 

seìbagaimana yang dimaksuìd di ayat 8 seìlama beìrada di luìar Ruìtan di jaga oleìh 

pihak keìpolisian. 

c. Pasal 20 
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Izin kuìnjuìngan huìkuìm oleìh Peìnaseìhat Huìkuìm, keìluìarga, dan lain-lainnya 

dibeìrikan oleìh peìjabat yang beìrtangguìng jawab seìcara juìridis teìrhadap tahanan 

teìrseìbuìt seìsuìai deìngan tingkat peìmeìriksaan, Peìngatuìran meìngeìnai hari, waktuì 

kuìnjuìngan, dan peìrsyaratan lainnya diteìtapkan oleìh Keìpala Ruìtan. 

Banguìnan Ruìtan meìruìpakan bagian sarana beìruìpa banguìnan dan lahan yang 

dijadikan sarana peìnuìnjang keìgiatan peìmbinaan. Ruìtan teìrdiri dari Ruìtan Keìlas I 

dan Ruìtan Keìlas II. Pola banguìnan Ruìtan seìbagai peìdoman di mana uìntuìk 

meìneìntuìkan akan keìbuìtuìhan tanah dan banguìnan pada Uni Peìlaksana Teìknis 

(UPT) Ruìtan, adapuìn tuìjuìan dari adanya pola banguìnan teìrseìbuìt, yaituì uìntuìk 

meìmeìnuìhi keìseìragaman dalam meìmeìnuìhi keìhiduìpan dalam hal beìntuìk, jeìnis, dan 

uìkuìran sarana ruìtan. UPT Ruìtan meìlakuìkan peìnyuìsuìnan seìsuìai deìngan keìbuìtuìhan 

yang di buìtuìhkan.55 

Ruìtan seìndiri teìrdiri dari Ruìtan Keìlas I dan Ruìtan Keìlas II YANG dapat di 

Klasifikasikan beìrdasarkan daya tampuìng atauì kapasitas, yaituì:  

a. Ruìmah Tahanan Neìgara (Ruìtan) Keìlas I  beìrkapasitas > 1500 orang 

b. Ruìmah Tahanan Neìgara (Ruìtan) Keìlas II A beìrkapasitas > 1000 orang 

c. Ruìmah Tahanan Neìgara (Ruìtan) Keìlas II B beìrkapasitas > 500 orang 

Beìrdasarkan rincian di atas teìntang Ruìmah Tahanan Neìgara dapat disimpuìlkan 

bahwa Ruìmah Tahanan Keìlas II B Prabuìmuìlih teìrmasuìk keì golongan keì 3 yang di 

mana beìrkapasitas 500 orang, Ruìmah Tahanan Keìlas II B Prabuìmuìlih yang 

beìrlokasi di Jl. Kartini No.30, Suìkajadi, Keìc. Prabuìmuìlih, Kota Prabuìmuìlih, 

Provinsi Suìmatra Seìlatan meìmiliki tuìgas yang beìrpeìdoman atauì seìsuìai deìngan 

pasal 7 Keìpuìtuìsan Meìnteìri Keìhakiman Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 

M.04.PR.07.03. Tahuìn 1985 Teìntang Organisasi dan Tata Keìrja Ruìmah Tahanan 

Neìgara yaituì : 

a. meìlakuìkan peìngadministrasian beìnda sitaan dan barang rampasan neìgara, 

b. meìlakuìkan peìmeìliharaan dan muìtasi beìnda sitaan dan barang rampasan neìgara,  

c. meìlakuìkan peìngamanan dan peìngeìlolaan, seìrta 

d. meìlakuìkan uìruìsan suìrat meìnyuìrat dan keìarsipan.  

 
55 Dwi Jelita Ningsih Sirait And Padmono Wibowo, Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I 

Labuhan Deli, 10, No. 1 (2022): Hlm.503. 
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Ruìtan Keìlas II B Prabuìmuìlih juìga meìmiliki saran dan prasarana ,seìpeìrti puìsat 

layanan teìrpaduì, ruìang konseìling, ruìang kuìnjuìngan, ruìang keìseìnian, beìngkeìl 

peìlatihan, dapuìr, blok huìnian, poliklinik, sarana olahraga, keìamanan, areìa parkir, 

peìrpuìstakaan, ruìang makan, ruìmah kompos, masjid, dan kolam ikan.56 

 

 

 
56 Pusdatin, “Beranda | Laman Resmi Kantor Wilayah Kemenkumham,” 

Rutanprabumulih.Kemenkumham.Go.Id, August 3, 2023, 

https://rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/. 



 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Peìndeìkatan Masalah  

Peìneìlitian huìkuìm adalah peìndeìkatan ilmiah yang di dasarkan keìpada meìtodeì, 

sisteìmatika, dan gagasan teìrteìntuì, yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìmpeìlajari satuì atauì 

leìbih feìnomeìna huìkuìm deìngan cara meìnganalisanya. Untuìk meìncapai hasil yang 

maksimal maka ituì peìnuìlis haruìs meìngikuìti peìndeìkatan masalah, seìdangkan 

peìndeìkatan masalah meìngacuì pada langkah-langkah peìndeìkatan uìntuìk meìneìlaah, 

meìlihat, meìreìpreìseìntasikan apa yang ada pada objeìk peìneìlitian. Peìndeìkatan 

masalah yang diguìnakan pada peìneìlitian ini deìngan peìndeìkatan yuìridis normatif 

dan peìndeìkatan yuìridis eìmpiris uìntuìk meìndapatkan hasil peìneìlitian yang nyata 

dan objeìktif. 

1. Peìndeìkatan Yuìridis Normatif 

Peìndeìkatan Yuìridis Normatif adalah peìndeìkatan yang dilakuìkan beìrdasarkan 

bahan huìkuìm uìtama deìngan cara meìneìlan teìori-teìori, konseìp-konseìp, asas-asas 

huìkuìm seìrta peìratuìran peìruìndang-uìndanganan yang beìrhuìbuìngan deìngan 

peìneìlitian ini. Peìndeìkatan ini juìga dikeìnal deìngan peìndeìkatan keìpuìstakaan, yakni 

deìngan meìmpeìlajari buìkuì-buìkuì, peìratuìran peìruìndang-uìndanganan, dan dokuìmeìn 

lain yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian ini. Peìndeìkatan yuìridis normatif dapat 

diseìbuìt seìbagai kajian puìstaka yang suìmbeìr datanya adalah suìmbeìr data seìkuìndeìr 

yang teìrdiri dari bahan huìkuìm primeìr, bahan huìkuìm seìkuìndeìr, dan bahan huìkuìm 

teìstieìr. 

 

2. Peìndeìkatan Yuìridis Empiris 

Peìndeìkatan Yuìridis Empiris yaituì peìndeìkatan yang dilakuìkan deìngan meìneìliti 

data seìkuìndeìr atauì data yang didapat dari landasan teìoritis seìpeìrti peìndapat atauì  

tuìlisan para ahli atauì Undang-Undang yang dahuìluì, keìmuìdian dilanjuìtkan deìngan
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meìngadakan peìneìlitian data primeìr di lapangan seìpeìrti wawancara.57 

Peìneìlitian ini beìrlandaskan atauì didasari jeìnis peìneìlitian yuìridis eìmpiris (Huìkuìm 

seìbagai fakta sosial, kuìltuìr atauì das seìin), dikareìnakan dalam data ini teìrmuìat 

data-data primeìr yang didapat dari lapangan seìrta beìrlandaskan keìjadian 

faktuìal/nyata yang dialami. Peìristiwa teìrseìbuìt didapatkan deìngan meìlakuìkan atauì 

meìlaluìi  eìkspeìrimeìn, peìneìlitian atauìpuìn obseìrvasi. 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan kajian peìndeìkatan deìngan meìlakuìkan stuìdi kasuìs. Di 

mana yang akan di teìliti oleìh peìneìliti meìruìpakan suìatuì proseìs dan inteìraksi antara 

manuìsia yang satuì deìngan yang lainnya seìcara alami. Stuìdi kasuìs teìrmuìat dalam 

suìatuì analisis deìskriptif, yaituì peìngkajian yang teìrpuìsat pada suìatuì 

peìristiwa/kajian teìrteìntuì uìntuìk dikaji dan dianalisis seìcara teìliti hingga tuìntas.58 

B. Jeìnis dan Suìmbeìr Data 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan jeìnis data primeìr dan jeìnis data seìkuìndeìr. Jeìnis data 

dilihat dari suìmbeìrnya dapat dibeìdakan antara data yang dipeìroleìh langsuìng dari 

masyarakat dan data yang dipeìroleìh dari bahan puìstaka. Jeìnis data yang 

diguìnakan adalah : 

1. Data Primeìr 

Data Primeìr adalah data yang dipeìroleìh seìcara langsuìng deìngan wawancara 

keìpada narasuìmbeìr uìntuìk meìmpeìroleìh data meìngeìnai peìrmasalahan yang di 

bahas di dalam peìneìlitian. Data Primeìr pada peìneìlitian ini dipeìroleìh deìngan cara 

meìngadakan wawancara deìngan narasuìmbeìr seìcara langsuìng diteìmpat yang 

dipilih, yakni di Ruìmah Tahanan Neìgara Keìlas II B Prabuìmuìlih. 

2. Data Seìkuìndeìr 

Data Seìkuìndeìr adalah data yang didapatkan dari beìrbagai bahan huìkuìm yang 

beìrhuìbuìngan deìngan peìneìlitian, data seìkuìndeìr teìrdiri dari bahan huìkuìm primeìr, 

bahan huìkuìm seìkuìndeìr dan bahan huìkuìm teìrsieìr. 

 
57 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): hlm.27. 
58 Sugiono, metode penelitian (Bandung: Alfabeta),2010.hlm.6. 
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a) Bahan Huìkuìm Primeìr adalah bahan huìkuìm yang teìrdiri dari peìratuìran 

peìruìndang-uìndanganan, puìtuìsan peìngadilan, dan dokuìmeìn reìsmi neìgara. 

Bahan Huìkuìm Primeìr yang akan diguìnakan dalam peìnuìlisan skripsi ini yaituì : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1945 Teìntang Kitab Undang-Undang 

Huìkuìm Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahuìn 1981 Teìntang Kitab Undang-Undang 

Huìkuìm Acara Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahuìn 2022 Teìntang Peìmasyarakatan 

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahuìn 1999 Teìntang Hak Asasi Manuìsia 

b) Bahan huìkuìm Seìkuìndeìr meìruìpakan bahan yang akan meìnjeìlaskan meìngeìnai 

bahan huìkuìm primeìr yaituì Peìratuìran Meìnteìri Huìkuìm dan Hak Asasi Manuìsia 

Nomor 6 Tahuìn 2013 Teìntang Tata Teìrtib Leìmbaga Peìmasyarakatan dan 

Ruìmah Tahanan Neìgara. 

c) Bahan Huìkuìm Teìrsieìr meìruìpakan peìtuìnjuìk beìruìpa peìnjeìlasan meìngeìnai 

bahan huìkuìm primeìr dan seìkuìndeìr, seìpeìrti kamuìs huìkuìm, kamuìs bahasa, dan 

eìnsiklopeìdia huìkuìm. 

C. Peìneìntuìan Narasuìmbeìr 

Peìneìlitian ini meìmbuìtuìhkan narasuìmbeìr seìbagai suìmbeìr informasi uìntuìk 

meìmbeìrikan peìnjeìlasan teìrkait deìngan peìrmasalahan yang dibahas. Narasuìmbeìr 

peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikuìt: 

1. Keìpala Keìsatuìan Peìngamanan Ruìtan Keìlas II B Prabuìmuìlih  : 1  Orang 

2. Tahanan Ruìtan Keìlas II B Prabuìmuìlih  : 1  Orang 

3. Doseìn Bagian Hukum Pidana Fakuìltas Huìkuìm Unila  : 2  Orang  + 

  —————— 

Juìmlah  : 4  Orang 

D. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan dan Peìngolahan Data 

1. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan Data 

Proseìs dalam meìlakuìkan peìnguìmpuìlan data, baik primeìr mauìpuìn seìkuìndeìr 

meìngguìnakan alat bantuì peìnguìmpuìlan data seìbagai beìrikuìt:  

a. Stuìdi Lapangan 
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Stuìdi Lapangan dilakuìkan seìbagai uìsaha meìnguìmpuìlkan data seìcara langsuìng di 

lapangan guìna meìmpeìroleìh data yang dibuìtuìhkan meìlaluìi wawancara : 

Wawancara meìruìpakan peìrcakapan tatap muìka deìngan suìmbeìr informasi di mana 

peìwawancara beìrtanya langsuìng teìntang suìatuì obyeìk yang diteìliti.  Wawancara 

dalam peìneìlitian ini beìrtuìjuìan uìntuìk meìndapatkan data leìbih dalam, jeìlas dan 

akuìrat teìrkait peìmeìnuìhan hak teìrsangka seìlama di dalam seìl peìngasingan meìtodeì 

ini beìrguìna uìntuìk meìneìntuìkan buìkti-buìkti eìmpiris teìrkait peìneìrapan Hak-Hak 

teìrsangka di ruìmah tahanan neìgara.59 

b. Stuìdi Keìpuìstakaan 

Stuìdi keìpuìstakaan ini adalah seìrangkaian keìgiatan yang dilakuìkan peìnuìlis deìngan 

tuìjuìan uìntuìk meìndapatkan informasi seìkuìndeìr deìngan meìmbaca, meìncatat, 

meìngkuìtip beìrbagai liteìratuìr, peìratuìran peìruìndang-uìndanganan, buìkuì, meìdia dan 

bahan huìkuìm teìrtuìlis lainnya yang beìrkaitan deìngan mateìri peìnuìlisan. 

2. Proseìduìr Peìngeìlolahan Data 

Seìteìlah meìlakuìkan peìnguìmpuìlan data, seìlanjuìtnya dilakuìkan peìngeìlolahan data 

lapangan atauì data eìmpiris, seìhingga data yang dipeìroleìh dapat meìmpeìrmuìdah 

peìrmasalahan yang diteìliti. Proseìduìr Peìngolahan data seìndiri meìmiliki beìbeìrapa 

tahapan-tahapan seìpeìrti, ideìntifikasi data, klasifikasi data, dan juìga sisteìmatisasi 

data 

a) Ideìntifikasi data meìruìpakan keìgiatan meìncari informasi yang dipeìroleìh seìsuìai 

deìngan peìmbahasan yang akan dilaksanakan deìngan meìneìliti peìratuìran-

peìratuìran, buìkuì-buìkuì, artikeìl-artikeìl yang beìrkaitan deìngan pokok 

peìmbicaraan 

b) Klasifikasi data, meìneìmpatkan data meìnuìruìt keìlompok-keìlompok yang teìlah 

diteìtapkan dalam rangka meìmpeìrolah data yang beìnar-beìnar dipeìrluìkan dan 

akuìrat uìntuìk keìpeìntingan peìneìlitian. 

c) Sisteìmatisasi data meìruìpakan peìngorganisasian informasi yang sisteìmatis 

meìnuìruìt topik seìhingga meìmuìdahkan peìnuìlis uìntuìk meìnganalisis informasi 

teìrseìbuìt. 

 
59 Iche Andriyani Liberty, Metode Penelitian Kesehatan (Penerbit NEM, 2024), hlm.128. 
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E. Analisis Data 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan analisis data deìngan meìtodeì analisis kuìalitatif. 

Meìtodeì peìneìlitian kuìalitatif adalah meìtodeì yang beìrsifat inteìraktif, yaituì meìtodeì 

yang leìbih meìngeìdeìpankan peìncarian seìsuìai reìalitis. Meìtodeì ini adalah meìtodeì 

yang meìlahirkan data-data yang beìruìpa peìrnyataan atauì data yang di dapat 

beìrbeìntuìk deìskriptif beìrkaitan deìngan suìbyeìk yang seìdang di teìliti. Peìneìlitian ini 

beìrtahap meìlaluìi peìnguìmpuìlan data dan meìlakuìkan peìmeìriksaan teìrhadap data 

yang teìlah dikuìmpuìlkan teìrseìbuìt, keìmuìdian data yang teìlah dipeìroleìh akan di 

analisis deìngan meìtodeì peìneìlitian kuìalitatif. 

  



 

 

V.  PENUTUP 

A.  Simpuìlan  

Beìrdasarkan peìneìlitian yang teìlah dikakuìkan dan peìmbahasan yang teìlah 

diuìraikan dan disuìsuìn oleìh peìnuìlis, maka dapat disimpuìlkan seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìlaksanaan, peìneìrapan dan peìmeìnuìhan peìrlinduìngan Hak-Hak narapidana 

yang dibeìrikan sanksi beìruìpa seìl peìngasingan beìrdasarkan keìteìntuìan Undang-

Undang No. 22 Tahuìn 2022 teìntang peìmasyarakatan yang dilaksanakan 

meìlaluìi tahapan peìrlinduìngan huìkuìm preìveìntif dan reìpreìsif. Peìrlinduìngan 

huìkuìm preìveìntif yang dilakuìkan yaituì deìngan meìmbuìat banneìr teìntang hal-hal 

yang tidak boleìh dilakuìkan dalam lingkuìngan Ruìtan seìsuìai deìngan Peìratuìran 

Meìnteìri Huìkuìm Dan Hak Asasi Manuìsia Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 6 Tahuìn 

2013 Teìntang Tata Teìrtib Leìmbaga Peìmasyarakatan Dan Ruìmah Tahanan 

Neìgara dan juìga meìmbeìrikan sosialisasi atauìpuìn peìmahaman teìntang sanksi-

sanksi yang di peìrolah apabila seìseìorang meìlakuìkan peìlanggaran teìrhadap 

atuìran yang teìlah di lingkuìngan Ruìmah Tahanan Neìgara Keìlas II B Prabuìmuìlih 

seìrta meìlakuìkan peìngawasan seìlama 1x24 jam. Peìngawasan ini dilakuìkan oleìh 

12 orang peìnjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Seìdangkan 

uìpaya reìpreìsifnya yaituì deìngan teìtap meìmbeìrikan fasilitas-fasilitas yang wajib 

didapatkan narapidana saat beìrada di dalam ruìmah tahanan neìgara seìpeìrti 

makan dan minuìm yang teìtap dibeìrikan, fasilitas keìseìhatan seìpeìrti obat-obatan, 

dan fasilitas ibadah yang teìtap di seìdiakan, seìrta meìmbagi narapidana yang 

beìrada dikuìruìngan suìnyi keì seìl mapeìnaling agar tidak teìrlaluì beìrdeìsak-

deìsakan, namuìn hak narapidana beìluìm teìrpeìnuìhi seìpeìnuìhnya seìpeìrti lama 

waktuì narapidana meìleìbihi waktuì yang diteìtapkan Peìruìndang-uìndanganan 

yang beìrlakuì. 

2. Faktor peìnghambat Hak-Hak Narapidana yang masuìk keì dalam Seìl 

Peìngasingan antara lain tidak adanya peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang 
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meìngatuìr seìcara speìsifik teìntang seìl peìngasingan seìrta kuìrangnya sarana dan 

prasarana yang di mana banyaknya narapidana yang meìlakuìkan peìlanggaran 

dan fasilitas seìl peìngasingan yang teìrbatas, tidak hanya ituì juìmlah peìtuìgas 

yang meìmbina dan meìngawasi juìga meìruìpakan faktor peìnghambat yang di 

mana juìmlah peìtuìgas yang seìdikit dibanding narapidana yang ada. Hal ini yang 

meìnyeìbabkan teìrjadinya lost control teìrhadap narapidana, baik ituì narapidana 

yang beìrada di dalam seìl peìngasingan mauìpuìn narapidana yang beìrada di 

dalam seìl biasa. 

B. Saran  

Beìrdasarkan keìsimpuìlan di atas maka peìnuìlis meìmbeìrikan saran dalam peìneìlitian 

ini seìbagai beìrikuìt: 

1. Heìndaknya Ruìmah Tahanan Neìgara meìnambah sarana prasarana yang 

meìnuìnjang peìmeìnuìhan Hak-Hak narapidana yang dibeìri sanksi beìruìpa seìl 

peìngasingan deìngan Peìrluì dilakuìkan peìningkatan kapasitas dan peìmahaman 

huìkuìm bagi peìtuìgas peìmasyarakatan meìlaluìi peìlatihan ruìtin meìngeìnai Hak 

Asasi Manuìsia dan peìlaksanaan tata teìrtib peìmasyarakatan, khuìsuìsnya teìrkait 

Hak-Hak narapidana dalam seìl peìngasingan. Hal ini peìnting agar peìlaksanaan 

sanksi disiplin teìtap beìrjalan seìsuìai huìkuìm, huìmanis, dan tidak beìrteìntangan 

deìngan prinsip peìrlinduìngan HAM. 

2. Heìndaknya pihak Ruìmah Tahanan Neìgara Keìlas II B Prabuìmuìlih peìnguìatan 

reìguìlasi inteìrnal dan standar opeìrasional proseìduìr (SOP) khuìsuìs meìngeìnai 

peìlaksanaan sanksi peìngasingan di lingkuìngan peìmasyarakatan, agar teìrdapat 

keìjeìlasan duìrasi, Hak-Hak yang teìtap haruìs dipeìnuìhi, proseìduìr peìlaksanaan, 

seìrta meìkanismeì peìngawasan yang keìtat dalam peìlaksanaan seìl peìngasingan. 
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